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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala DINSOSP2KB Triwulan Il Tahun 2023
dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan
pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini
sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai
Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala DINSOSP2KB mempunyai komitmen dan
tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang
berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen Kkinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala DINSOSP2KB melalui
_ pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang
telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
e Keluarga Berencana

NIP. 1966516 198603 1 007
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BAB 1
PENDAHULUAN

A.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DINAS
SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
PEKALONGAN, Kepala DINSOSP2KB mempunyai tugas membantu Walikota dalam
melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di
bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
perumusan dan penetapan sasaran, programurusan sosial, pengendalian penduduk,
dan keluarga berencana;
perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga
berencana;
pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan,
perlindungan dan jaminan sosial;
pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;
pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional
Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2023
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B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
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BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator Kkinerja.

Melalui perjanjian Kkinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023

Sasaran Strategis dan
No 8

Indikator Kinerja

Target

Sosial

terlantar, anak terlantar, lanjut usia

Program
1 Meningkatnya Nilai SAKIP OPD 73.00 indeks
Akuntabilitas Kinerja
2 Pemenuhan Kebutuhan | Persentase Penurunan Pemerlu 3.43 persen
Dasar Korban Bencana | Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Alam dan Sosial serta (PPKS)
Menurunnya Jumlah
PPKS
3 Meningkatnya Persentase pencapaian pemakaian 67.50 persen
kepesertaan KB aktif kontrasepsi Modern (Modern
Contraceptive Prevalence
Rate/mCPR)
4 Program Penunjang Persentase ketersediaan laporan 100 persen
Urusan Pemerintahan capaian Kinerja
Daerah Persentase Kketersediaan layanan 100 persen
Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa
penunjang urusan pemerintah
daerah
Persentase 100 persen
pengadaan/pemeliharaan barang
milik daerah
5 Program Pemberdayaan | Persentase Potensi Sumber 58 persen
Sosial Kesejahteraan Sosial yang
diberdayakan
6 Program Rehabilitasi Persentase penyandang disabilitas 100 persen
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No Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Target
Program
terlantar dan  tuna  sosial
(gelandangan dan pengemis) yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di
luar panti (SPM/IKK outcome)
7 Program Perlindungan | Persentase keluarga miskin yang 56.69 persen
Dan Jaminan Sosial memperoleh perlindungan dan
layanan jaminan sosial
6 Program Penanganan Persentase korban bencana pada 100 persen
Bencana saat dan setelah tanggap darurat
bencana yang mendapat
perlindungan dan jaminan sosial
(SPM)
7 Program Pengelolaan Persentase pemeliharaan taman 100 persen
Taman Makam makam pahlawan
Pahlawan
8 Program Pengendalian | Persentase rumah tangga yang 100 persen
Penduduk dilakukan pendataan/updating
data keluarga
9 Program Pembinaan Penurunan angka perkawinan di 7.8 persen
Keluarga Berencana bawah 21 tahun
(Kb)
10 | Program Pemberdayaan | Unmeet need KB 15 persen
Dan Peningkatan
Keluarga Sejahtera (Ks)

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi x 100%

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

Capaian Indikator Kinerja =

Target X 1 0 0%

Realisasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi =

( capaian kinerja

) —1x 100

capaian anggaran
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.15.d.90 Tinggi / Berhasil

65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Triwulan IIl Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Triwulan III Tahun 2023

Sasaran Target Target Realisasi %
No | Strategis dan Indikator Kinerja Triwulan | Triwulan | Capaian
Tahunan
Program 11 Il
1 Meningkatnya | Nilai SAKIP OPD 73.00 73.00 71.75 98.29%
Akuntabilitas indeks
Kinerja
2 Pemenuhan Persentase Penurunan 3.43 3.43 16.47 480.21
Kebutuhan Pemerlu Pelayanan persen %
Dasar Korban | Kesejahteraan Sosial
Bencana Alam | (PPKS)
dan Sosial
serta
Menurunnya
Jumlah PPKS
3 Meningkatnya | Persentase 67.50 67.50 69.40 102.82
kepesertaan pencapaian persen %
KB aktif pemakaian
kontrasepsi Modern
(Modern
Contraceptive
Prevalence
Rate/mCPR)
4 Program Persentase 100 75 70.60 94.13%
Penunjang ketersediaan laporan persen
Urusan capaian kinerja
Pemerintahan | Persentase 100 75 49.78 66.37%
Daerah ketersediaan layanan persen
administrasi
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Sasaran Target Target Realisasi %
No | Strategis dan Indikator Kinerja T Triwulan | Triwulan | Capaian
ahunan
Program 11 Il
Kabupaten/Kot | kepegawaian,
a administrasi umum
dan jasa penunjang
urusan pemerintah
daerah
Persentase 100 75 83.34 111.12
pengadaan/pemelihar | persen %
aan barang milik
daerah
5 Program Persentase Potensi 58 58 94.34 162.65
Pemberdayaan | Sumber persen %
Sosial Kesejahteraan Sosial
yang diberdayakan
6 Program Persentase 100 100 100 100%
Rehabilitasi penyandang persen
Sosial disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan
tuna sosial
(gelandangan dan
pengemis) yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti
(SPM/IKK outcome)
7 Program Persentase keluarga 56.69 56.69 54.34 95.85%
Perlindungan | miskin yang persen
Dan Jaminan memperoleh
Sosial perlindungan dan
layanan jaminan
sosial
6 Program Persentase korban 100 100 100 100%
Penanganan bencana pada saat persen
Bencana dan setelah tanggap
darurat bencana yang
mendapat
perlindungan dan
jaminan sosial (SPM)
7 Program Persentase 100 100 100 100%
Pengelolaan pemeliharaan taman persen
Taman Makam | makam pahlawan
Pahlawan
8 Program Persentase rumah 100 100 100 100%
Pengendalian | tangga yang persen
Penduduk dilakukan

pendataan/updating
data keluarga
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Sasaran Target Target Realisasi %
No | Strategis dan Indikator Kinerja T Triwulan | Triwulan | Capaian
ahunan
Program 11 Il
9 Program Penurunan angka 7.8 0 0 0
Pembinaan perkawinan di bawah | persen
Keluarga 21 tahun
Berencana
(Kb)
10 | Program Unmeet need KB 15 0 0
Pemberdayaan persen
Dan
Peningkatan
Keluarga
Sejahtera (Ks)
Rata-rata Capaian | 134.28

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Dinas Sosial,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebesar 134.28 % dengan

kategori sangat berhasil. Hal ini disebabkan karena tingginya penanganan PSKS dan

PPKS yang mencapai lebih dari 100%

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung

dengan program dan kegiatan dalam APBD. Aadapun realisasi anggaran program dan

kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Pagu Anggaran Perubahan dan Realisasi Belanja Langsung Tahun

Anggaran 2023
Pagu Target Realisasi
No Program Anggaran Triwulan III Triwulan III % Capaian
Tahunan (Rp) (Rp) {(5)/(4)*100}
(Rp)
(1) (2) (3) (4 (5) (6)
1 | Program Penunjang | 3.668.855.000 | 2.933.985.937 | 2.555.294.153 87.09
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
2 | Program 533.801.000 336.694.000 230.082.653 68.33
Pemberdayaan
Sosial
3 | Program 1.602.420.000 | 1.290.828.800 891.729.347 69.08
Rehabilitasi Sosial
4 | Program 1.614.996.000 | 1.443.723.000 | 1.004.302.196 69.56
Perlindungan Dan
Jaminan Sosial
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Pagu Realisasi
Target ) o .
No Program Anggaran Triwulan III Triwulan III % Capaian
Tahunan (Rp) {(5)/(4)*100}
(Rp) (Rp)
5 | Program 1.720.089.000 | 1.720.304.000 | 1.407.717.332 81.82
Penanganan
Bencana
6 | Program 92.382.000 72.488.000 50.848.224 70.14
Pengelolaan Taman
Makam Pahlawan
7 | Program 66.116.000 53.176.000 36.609.616 68.84
Pengendalian
Penduduk
8 | Program Pembinaan | 5.576.903.000 | 4.365.392.200 | 2.157.290.270 49.41
Keluarga Berencana
(KB)
9 | Program 178.324.000 156.467.000 120.341.232 76.89
Pemberdayaan Dan
Peningkatan
Keluarga Sejahtera
(KS)
Rata-rata Capaian 71.24

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan III

adalah sebesar 71.24 %

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar

71.24 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan III

sebesar 134.28 % dan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 88.48%.
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BAB II1
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 134.28 % , sedangkan
realisasi anggaran sebesar 71.24 % dan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya
sebesar 88.48%.
B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan [V Tahun 2023 dan
pelasanaan program kegiatan tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama Tim dengan OPD terkait dalam rangka
peningkatan pencapaian kinerja;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur; dengan mengikuti
diklat / bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan, strategi pencapaian SPM;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perencanaan,
pengelolaan dan penggunaan anggaran sehingga menjadi lebih efisien;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang organisasi,
ketatalaksanaan dan pengembangan pernecanaan / pelaksanaan anggaran

berbasis kinerja.

Pekalongan, 2 Oktober 2023

Mengetahui
WALIKOTA,

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian




LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
SEKRETARIS DINAS

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2023
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Dinas Triwulan [II Tahun 2023 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik
dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk
laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Sekretaris Dinas mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output
maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen Kkinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Sekretaris Dinas melalui
pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun

2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Oktober 2023
SEKRETARIS DINAS

D N DI 1M
NIP.197011291997032002
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

WMo

o © N o

10.

11.

12.
13.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretaris Dinas mempunyai
tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian,
pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan
kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam  melaksanakan  tugas-tugas tersebut, Sekretaris Dinas
menyelenggarakan fungsi:
perumusan sasaran, program, dan kegiatan dinas;
pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran,
program dan kegiatan;
pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,
ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah,bahan
kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi,perpustakaan, dan kearsipan;
pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan bidang keuangan;
pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standard Pelayanan
Minimal (SPM) urusan bidang sosial per semester;
pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standard
Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP);
pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK),
dan Evaluasi Jabatan (EV]JAB);
pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan

fungsinya.
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Sekretaris Dinas sebagaimana gambar 1.1
dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS

( Yos Rosyidi, S.L.P, M.SL )
NIP. 19660516 198603 1 007

SEKRETARIS

( Dra. INDAH BUDIARTI M.M.)
NIP. 19701129 199703 2 002

Pit. SUB BAGIAN PERENCANAAN, KASUBAG UMUM DAN
EVALUASI DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
(AMILATUL KHANIEF S.K.M.) (AMILATUL KHANIEF S.K.M.)
NIP. 19770408 200003 2 003 NIP. 19770408 200003 2 003
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Perubahan

Perjanjian kinerja perubahan merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja perubahan, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah
atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber
daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja perubahan Sekretaris Dinas Tahun 2023 adalah

sebagai berikut :
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Dinas Tahun 2023
No Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 Perencanaan, Persentase ketercapaian 100 persen
Penganggaran, dan perencanaan, penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja evaluasi kinerja perangkat daerah
Perangkat Daerah
2 Administrasi Keuangan | Persentase ketercapaian 100 persen
Perangkat Daerah administrasi keuangan perangkat
daerah
3 Administrasi Persentase ketercapaian 100 persen
Kepegawaian Perangkat | administrasi kepegawaian
Daerah perangkat daerah
4 Administrasi Umum Persentase ketercapaian 100 persen
Perangkat Daerah administrasi umum perangkat
daerah
5 Penyediaan Jasa Persentase ketercapaian 100 persen
Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah
6 Pemeliharaan Barang Persentase ketercapaian 100 persen
Milik Daerah Penunjang | pemeliharaan Barang Milik Daerah
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Daerah

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 2023
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja

Sekretaris Dinas Triwulan III Tahun 2023

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator

kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi x 100%
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja =

_Target v 100%

Realisasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber

daya sebagai berikut :

Efisiensi = (

capaian kinerja ) 1 x 100
capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Sekretaris Dinas Triwulan III Tahun 2023

sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Sekretaris Dinas Triwulan III Tahun 2023

: Target Realisasi %
No Kegiatan In(.hka‘For Target Triwulan Triwulan | Capaian
Kinerja Tahunan 1 1
1 | Perencanaan, Persentase 100 persen | 75 persen 56.67 75.56
Penganggaran, | ketercapaian persen persen
dan Evaluasi perencanaan,
Kinerja penganggaran,
Perangkat dan evaluasi
Daerah Kinerja
perangkat
daerah
2 | Administrasi Persentase 100 persen | 75 persen 84.52 112.69
Keuangan ketercapaian persen persen
Perangkat administrasi
Daerah keuangan
perangkat
daerah
3 | Administrasi Persentase 100 persen | 0 persen 0 persen | 0 persen
Kepegawaian ketercapaian
Perangkat administrasi
Daerah kepegawaian
perangkat
daerah
4 | Administrasi Persentase 100 persen | 75 persen 72.51 96.68
Umum ketercapaian persen persen
Perangkat administrasi
Daerah umum
perangkat
daerah
5 | Penyediaan Persentase 100 persen | 75persen | 75 persen 100
Jasa Penunjang | ketercapaian persen
Urusan Penyediaan
Pemerintah Jasa Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah
6 | Pemeliharaan Persentase 100 persen | 75 persen 83.33 111.10
Barang Milik ketercapaian persen persen
Daerah Pemeliharaan
Penunjang Barang Milik
Urusan Daerah
Pemerintahan Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah
Rata-rata Capaian | 99.01

adalah sebesar 99.01 % dengan kategori sangat berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretaris Dinas
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Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai
berikut :
1. Kerjasama TIM antara bagian renvalkeu dan umpeg
2. Ketepatan dalam bekerja
C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan
program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan
sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Peruabahan

Tahun Anggaran 2023

Pagu
Anggaran Target Realisasi

0 :
No Kegiatan Perubahan Triwulan III | Triwulan III / (g;;gilla;O}
Tahunan (Rp) (Rp)

(Rp)

(1) (2) (3) (4) () (6)

1 | Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

19.925.000 13.100.000 9.559.000 72.96

2 | Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

2.456.085.000 | 2.052.796.937 | 1.777.594.074 86.59

3 | Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

5.000.000 0 0 0

4 | Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

377.887.000 220.381.000 200.994.681 91.20

5 | Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan 239.147.000 187.132.500 156.077.690 83.40
Pemerintah
Daerah

6 | Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang 570.811.000 477.475.500 411.068.508 86.09
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Rata-rata Capaian 84.04
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IIl adalah

sebesar 84.04 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 84.04
%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan III sebesar

99.01 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17.81 %.

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 2023
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 99.01 %, sedangkan
realisasi anggaran sebesar 84.04 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber
daya sebesar 17.81 %.
B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Sekretaris Dinas

Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pekalongan, 2 Oktober 2023
Mengetahui
KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN SEKRETARIS DINAS

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

S.L. P., M. Si Dra. INDAH BUDIARTI M.M.
NIP. 19460516 198603 1 007 NIP. 19701129 199703 2 002
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubbag Renval dan Keuangan Triwulan III
Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kasubbag Renval dan Keuangan mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi
pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kasubbag Renval dan Keuangan
melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan

Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Oktober 2023

Plt. Kasubbag Perencanagn, Evaluasi dan Keuangan

AMILATUL KHANIEF S.K.M
Penata Tingkat [
NIP. 19770408 200003 2 003
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

u

© © N o

10.
11.

12.

13.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kasubbag renval dan
keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;

menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan

dan anggaran;

menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan

dan anggaran;

menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;

melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban

pelaksanaan keuangan;

melaksanakan fungsi akuntansi;

menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;

menyusun bahan profil perangkat daerah;

mengelola data dan informasi;

menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

menyusun laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal

(SPM) urusan bidang sosial;

menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan kasubbag renval dan keuangan, sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAHUN 2023

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS

( Yos Rosyidi, S.L.P, M.SL. )
NIP. 19660516 198603 1 007

SEKRETARIS

( Dra. INDAH BUDIARTI M.M.)
NIP. 19701129 199703 2 002

Pit. SUB BAGIAN PERENCANAAN, KASUBAG UMUM DAN
EVALUASI DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
(AMILATUL KHANIEF S.K.M.) (AMILATUL KHANIEF S.K.M.)
NIP. 19770408 200003 2 003 NIP. 19770408 200003 2 003
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja perubahan merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja perubahan, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja perubahan Plt. Kasubbag renval dan keuangan
Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan

Keuangan Tahun 2023
No Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen renja yang 2 Dokumen
Perencanaan Perangkat | disusun
Daerah
2 Koordinasi dan Jumlah  dokumen RKA dan 2 Dokumen
Penyusunan Dokumen perubahan RKA yang disusun
RKA-SKPD
3 Evaluasi Kinerja Jumlah bulan pelaksanaan 12 Bulan
Perangkat Daerah monitoring dan evaluasi perangkat
daerah
Jumlah dokumen evaluasi renja 4 Dokumen
yang disusun
Jumlah dokumen SAKIP yang 2 Dokumen
disusun (penetapan dan
perubahan)
Jumlah Dokumen SPIP (1 dokumen 5 Dokumen
Rencana Tindak Pengendalian
(RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP
yang disusun
4 Penyediaan Gaji dan Jumlah penyediaan gaji dan 14 Bulan
Tunjangan ASN tunjangan ASN
5 Pelaksanaan Jumlah bulan penyediaan jasa 12 Bulan
Penatausahaan dan administrasi keuangan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
6 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan SKPD 1 Dokumen
Penyusunan Laporan yang disusun
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kasubbag Perencanaan, Evaluasi

dan

Keuangan Triwulan III Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara

target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = 2ealizast ¢ 1000,

Target

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 222t x 100%

Realizasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = (————""-) — 1 x 100
capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator Kkinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasubbag Renval dan Keuangan Triwulan III Tahun

2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Kasubbag Renval dan Keuangan

Triwulan III Tahun 2023
Tarcet Target Realisasi %
No | Sub Kegiatan Indikator Kinerja 5 Triwulan | Triwulan | Capaian
Tahunan 1 1
1 Penyusunan | Jumlah dokumen 2 1 1 100
Dokumen renja yang disusun | Dokumen
Perencanaan
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' ' o Target T.arget Rgalisasi %.
No | Sub Kegiatan Indikator Kinerja Triwulan | Triwulan | Capaian
Tahunan 1 1
Perangkat
Daerah
2 Koordinasi Jumlah dokumen 2 1 1 100
dan RKA dan perubahan | Dokumen
Penyusunan | RKA yang disusun
Dokumen
RKA-SKPD
3 Evaluasi Jumlah bulan 12 Bulan 9 9 100
Kinerja pelaksanaan
Perangkat monitoring dan
Daerah evaluasi perangkat
daerah
Jumlah dokumen 4 3 3 100
evaluasi renja yang Dokumen
disusun
Jumlah dokumen 2 1 1 100
SAKIP yang disusun | Dokumen
(penetapan dan
perubahan)
Jumlah Dokumen 5 4 4 100
SPIP (1 dokumen Dokumen
Rencana Tindak
Pengendalian (RTP),
4 Laporan
Pemantauan RTP
yang disusun
4 Penyediaan | Jumlah penyediaan 14 Bulan 11 11 100
Gaji dan gaji dan tunjangan
Tunjangan ASN
ASN
5 Pelaksanaan | Jumlah bulan 12 Bulan 9 9 100
Penatausaha | penyediaan jasa
an dan administrasi
Pengujian/V | keuangan
erifikasi
Keuangan
SKPD
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' ' o Target T.arget Rgalisasi %.
No | Sub Kegiatan Indikator Kinerja Triwulan | Triwulan | Capaian
Tahunan 1 1
6 Koordinasi Jumlah Laporan 1 1 100
dan Keuangan SKPD yang | Dokumen
Penyusunan | disusun
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
Rata-rata Capaian 100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kasubbag renval dan

keuangan adalah sebesar 100 % dengan kategori sangat tinggi

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai

berikut:

1. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan

2. Penempatan target yang sesuai

C. Capaian Anggaran
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan
program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran sub kegiatan sebagai
berikut :
Tabel. 2.4. Pagu Perubahan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun
Anggaran 2023
Pagu Realisasi
b : Anggaran .Tariget Triwulan 11 % Capaian
No Sub Kegiatan Perubahan Triwulan III (Rp) ((5)/(4)*100}
R (Rp)
(Rp)
9 (2) (3) (4) () (6)
1 | Penyusunan
Dokumen 2.500.000 2.049.000 884.000 69.60
Perencanaan
Perangkat Daerah
2 | Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA- 1.500.000 934.000 928.800 99.44
SKPD
3 | Evaluasi Kinerja 12.000.000 | 10.117.000 7.746.400 87.55
Perangkat Daerah
4 | Penyediaan Gajidan |, 44 760000 | 2.015.654.437 | 1.744.571.874 88.08
Tunjangan ASN
5 | Pelaksanaan
Penatausahaan dan |9 ¢75 000 | 36.107.500 | 32.812.200 61.98
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
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Pagu Realisasi
. Anggaran .Target Triwulan II1 % Capaian
No Sub Kegiatan Perubahan Trlv&lgn [11 (Rp) ((5)/(4)*100}
(Rp)
6 | Koordinasi dan
Penyusunan 1.650.000 1.035.000 210.000 25.45
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Rata-rata Capaian 69.48

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan III

adalah sebesar 69.48 %. Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 69.48 %. Apabila dibandingkan dengan capaian Kkinerja

indikator kinerja Triwulan Il sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber

daya sebesar 43.92 %.

n Laporan Kinerja Triwulan 11l Kasubbag renval dan keuangan | Dinsos P2KB, 2023




BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100 %, sedangkan
realisasi anggaran sebesar 69.48 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber

daya sebesar 43.92 %.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan kasubbag renval dan

keuangan Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

2 " .Jl
4, Dst.
Pekalongan, 2 Oktober 2023
Mengetahui
Sekretaris Dinas, Plt. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan
Keyangan,
Dra. INDAH BUDIARTI M.M. ' M
NIP. 19701129 199703 2 002 NIP. 19770408 200003 2 003
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Bendahara Triwulan [l Tahun 2023 dapat diselesaikan
tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang
baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada
masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Bendahara mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada

hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat
keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan
kewenangan di dalam pengelolaan manajemen Kkinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban
kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat
efektivitas dan efesiensi kinerja Bendahara melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Oktober 2023
BENDAHARA PENGELUARAN,

USWATUN HASANAH, A. Md

Pengatur /Il c
NIP. 19960424 202012 2 017
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BABI PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analis

Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Pekalongan, Bendahara mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai

berikut :

1.
2.

A - o

10.
11.

Melakukan Pengajuan Uang Persedian (UP) ke BUD;

Melakukan pembayaran berdasar permintaan pembayaran langsung atas pengajuan SPP

dan SPM LS-Gaji dan Tunjangan;

. Melakukan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran surat kuasa dengan mencatat

dan menyimpannya, menyiapkan buku kas umum dan pembantu, serta mengelompokan

bukti pembayaran beserta dokumen pendukungnya (untuk SPP GU dan TU);
Melakukan pembayaran berdasar permintaan tambahan pembayaran (TU);
Melakukan pembayaran berdasar permintaan uang pengganti (GU);
Membuat Laporan DTH (Daftar Transaksi Harian) Belanja Daerah;

Melakukan pembayaran berdasar permintaan pembayaran langsung atas pengajuan SPP

dan SPM LS Barang dan Jasa;

Melakukan pembukuan dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu sesuai dengan

transaksi;
Membuat laporan keuangan secara periodik;
Melakukan verivikasi sumber transaksi dengan kuitansi pembayaran;

Mendukung perekaman data dan pemutakhiran data transaksi keuangan.
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B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan “Bendahara”, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

SEKRETARIS

KASUBAG PE RENCANAAN,
EVALUASI DA N KEUANGAN

BENDAHARA

PENYUSUN
PROGRAM
ANGGARAN
DAN
PELAPORAN

PENGELOLA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN

PENGELOLA
KEUANGAN
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BAB I1 AKUNTABILITAS KINERJA
JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Bendahara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku
untuk bahan lampiran laporan

tersedia

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Bendahara Tahun 2023
No. Uraian tugas Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Mengelola uang/ surat berharga sesuai Terlaksananya
52
1 | dengan ketentuan yang berlaku pengelolaan Kegiatan
untuk bahan pertanggungjawaban uang/surat berharga &
Menyusun pengajuan surat permintaan
2 | pembayaran ke BKD berdasarkan surat Jumlah Dokumen >2
. SPP Dokumen
perintah untuk mengurus keuangan
, | oo et gt mebarss (9. i pokamen | 52
. p yans SPM Dokumen
penerimaan uang
Me!aksanakan pembayaran gtas tagihan- Terlaksananya 5o
4 | tagihan berdasarkan surat dinas untuk . .
pembayaran tagihan | Kegiatan
kelancaran pelaksanaan tugas
Melaksanakan permintaan uang muka Terlaksananya
. . 52
5 | berdasarkan surat perintah untuk permintaan uang .
Kegiatan
kelancaran pelaksanaan tugas muka
Menyusun pencatatrfm penerlmaan.dan jumlah Dokumen
pengeluaran uang di dalam formulir daftar :
6 enerimaan dan pengeluaran yang telah pencatatan transaksi | 52
p pens yans keuangan yang Dokumen
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Bendahara Triwulan III Tahun 2023 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Realizasi

Capaian Indikator Kinerja = Target x100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

. . . . Target
|Capaian Indikator Kinerja = ——E=
Realizasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran

dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1s5.d.90 Tinggi / Berhasil

65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Bendahara Triwulan III Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3
dibawah ini :
Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja “Bendahara”

Triwulan III Tahun 2023

Target Target Realisasi %

No Uraian Tugas Indikator Kinerja Tahunan (Triwulan III Triwulan III| Capaian

1. Mengelola uang/ surat

berharga sesuai Terlaksananya

dengan ketentuan pengelolaan 52 13 13 100%
yang berlaku untuk  juang/surat Kegiatan | dokumen | dokumen

bahan berharga

pertanggungjawaban
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Menyusun pengajuan

surat permintaan
pembayaran ke BKD  [Jumlah 52 13 13 100%
berdasarkan surat Dokumen SPP |Dokumen | dokumen | dokumen 0
perintah untuk
mengurus keuangan
Menyusun surat
perintah membayar
(SPM) berdasarkan  [Jumlah 52 13 13 100%
prosedur yang berlaku [Dokumen SPM  |Dokumen | Dokumen | Dokumen 0
untuk penerimaan
uang
Melaksanakan
pembayaran atas
tagihan-tagihan Terlaksananya
52 13 13
berdasarkan surat pembayaran . . . 100%
. . Kegiatan| Kegiatan | Kegiatan
dinas untuk tagihan
kelancaran
pelaksanaan tugas
Melaksanakan
permintaan uang
Terlaksananya
muka berdasarkan . y 52 13 13
. permintaan . . . 100%
surat perintah untuk Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan
uang muka
kelancaran
pelaksanaan tugas
Menyusun pencatatan
penerimaan dan
pengeluaran uang di  [Jumlah
dalam formulir daftar Dokumen
penerimaan dan pencatatan 52 13 13
. 100%
pengeluaran yang transaksi Dokumen | dokumen | dokumen
telah ditetapkan sesuai keuangan yang
prosedur yang berlaku tersedia
untuk bahan lampiran
laporan
Rata-rata 100%

Dari table di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Bendaha adalah sebesar 100 %
dengan kategori “sangat tinggi/ sangat berhasil”
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BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian

kinerja Bendahara adalah sebesar 100 % dengan kategori “sangat tinggi/sangat berhasil”

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan
perencanaan kinerja dalam “Bendahara” Triwulan 111 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan

2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

Pekalongan, 2 Oktober 2023
Mengetahui,

Plt. KEPALA SUB BAGIAN RENVAL DAN BENDAHARA PENGELUARAN,
KEUANGAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA

KALONGAN,
USWATUN HASANAH, A. Md
NIP. 19770408 2000003 2 003 NIP. 19960424 202012 2 017
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Sosial,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan Il Tahun 2023 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
[nstansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan
yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada
masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penyusun Program
Anggaran dan Pelaporan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi
yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat
keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi
dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen Kinerjadan reformasi birokrasi sebagai bentuk
pertanggungjawaban Kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat
diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui
pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah
ditetapkan.

Pekalongan, 2 Oktober 2023
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN
PELAPORAN,

Penata Muda/ 11l A
NIP. 19971101 202012 2 015
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan
dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan mempunyai uraian tugas
jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan menerima bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai
bahan kajian dalam rangka penyusunan obyek kerja;

2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai
spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;

3. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait
dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja;

4. Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan
prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;

5. Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang
dan terkait sesuai;

6. Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk
kelancaran dan optimalisasi penyusunan obyek kerja prosedur untuk
kesempurnaan penyusunan obyek kerja;

7.Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan
perbaikan dan kesempurnaan;

8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai

bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.

1
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas
Sosial P2KB sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

SEKRETARIS

KASUBAG PE RENCANAAN,
EVALUASI DA N KEUANGAN

BENDAHARA PENYUSUN PENGELOLA PENGELOLA
PROGRAM PROGRAM KEUANGAN
ANGGARAN DAN
DAN KEGIATAN
PELAPORAN
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,
fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
Tahun 2023

No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target Tahunan

1 Menerima dan menerima
bahan dan data obyek kerja
sesuai prosedur sebagai
bahan kajian dalam rangka
penyusunan obyek kerja

Dokumen/ data 12
dokumen

2 | Mengidentifikasi dan
mengklasifikasikan bahan
dan data obyek kerja sesuai Dokumen/ data 12
spesifikasi dan prosedur dokumen
untuk memudahkan apabila
diperlukan

3 | Mempelajari dan mengkaji
karakteristik, spesifikasi dan
hal-hal yang terkait dengan Data
obyek kerja sesuai prosedur
dalam rangka penyusunan
obyek kerja

12 berkas / data

4 | Menyusun konsep
penyusunan obyek kerja
sesuai dengan hasil kajian Dokumen 12

dan prosedur untuk dokumen
tercapainya sasaran yang
diharapkan

5 | Mendiskusikan konsep
penyusunan obyek kerja
dengan pejabat yang
berwenang dan terkait sesuai
prosedur untuk

Laporan 12 laporan

1
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kesempurnaan penyusunan
obyek kerja

6 | Menyusun kembali obyek
kerja berdasarkan hasil
diskusi sesuai prosedur Kegiatan
untuk kelancaran dan
optimalisasi penyusunan
obyek kerja

12 laporan

7 | Mengevaluasi proses
penyusunan obyek kerja
sesuai prosedur sebagai
bahan perbaikan dan
kesempurnaan

Laporan 12 laporan

8 | Melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan
evaluasi dan pertanggung
jawaban

Laporan 12 laporan

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
Triwulan III Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = R&alisast 4 10904
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = —28°* ¥ 100%
Realisasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

capaian kinerja
L 2y —1x100

Efisiensi = ( ,
capaian anggaran
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Triwulan III

Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Sosial P2KB
Triwulan [II Tahun 2023
o 0
. Indikator Target T_arget Re_ahsa51 /0.
No Uraian Tugas . Tahunan | Triwulan| Triwulan | Capaian
Kinerja
I11 11

1 | Menerima dan

menerima bahan dan

data obyek kerja

sesuai prosedur 12 4 4 o

sebagai bahan kajian Dokumen / Data dokumen| dokumen| dokumen 100%

dalam rangka

penyusunan obyek

kerja
2 | Mengidentifikasi dan

mengklasifikasikan

bahan dan data obyek 12 4 4

kerja sesuai spesifikasi | Dokumen / Data 100%

dokumen| dokumen| dokumen

dan prosedur untuk

memudahkan apabila

diperlukan
3 | Mempelajari dan

mengkaji karakteristik,

spesifikasi dan hal-hal 12

yang terka}lt denga.m Data berkas / 4 berkas | 4 berkas 100%

obyek kerja sesuai / data / data

data

prosedur dalam

rangka penyusunan

obyek kerja
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4 | Menyusun konsep
penyusunan obyek
kerja sesuai dengan

hasil kajian dan Dokumen 12 100%
prosedur untuk dokumen| dokumen| dokumen

tercapainya sasaran
yang diharapkan

5 | Mendiskusikan konsep

penyusunan obyek

kerja dengan pejabat
ang berwenang dan 12 4 4

Zerk%:\it sesuai prgosedur Laporan laporan | dokumen| dokumen 100%

untuk kesempurnaan

penyusunan obyek

kerja

6 | Menyusun kembali
obyek kerja
berdasarkan hasil
diskusi sesuai 12 4 4
prosedur untuk Kegiatan 100%
kelancaran dan laporan | dokumen| dokumen
optimalisasi
penyusunan obyek
kerja

7 | Mengevaluasi proses
penyusunan obyek
kerja sesuai prosedur 12 4 4

0,
sebagai bahan Laporan laporan | dokumen| dokumen 100%
perbaikan dan

kesempurnaan

8 | Melaporkan hasil
pelaksanaan tugas
sesuai dengan

prosedur yang berlaku Laporan 12 4 4 100%
sebagai bahan evaluasi laporan | dokumen| dokumen
dan

pertanggungjawaban

Rata-rata Capaian 100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penyusun Program Anggaran

dan Pelaporan adalah sebesar 100 % dengan kategori “tinggi/ berhasil”

4
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BAB III
PENUTUP

A.

B.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran di
atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan

katerogi “berhasil”

Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Penyusun Program
Anggaran dan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Dinas
Sosial P2KB Triwulan 11l Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan evaluasi mengenai indikator kinerja dan target tahunan

2. Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan

Pekalongan, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
Pit. KEPALA SUB BAGIAN RENVAL DAN PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN
KEUANGAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PELAPORAN SUB BAGIAN PERENCANAAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA EVALUASI DAN KEUANGAN,
KOTA PEKALONGAN,

.

AMILATUL KHANIEF, S.K.M NUNI NOVIA QISTHI SYUHADA, S.Sos
NIP. 19770408 2000003 2 003 NIP. 19971101 202012 2 015
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PENGELOLA KEUANGAN

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengelola Keuangan Triwulan Il Tahun 2023 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan
yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada
masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengelola Keuangan
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang

berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat
keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan
kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban
kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat
efektivitas dan efesiensi kinerja Pengelola Keuangan melalui pelaksanaan tugas dengan

mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Oktober 2023
PENGELOLA KEUANGAN,

MUHAMMAD ROSHIFUL BAKHIT, A.Md
Pengatur /1l ¢
NIP. 19950606 202203 1015
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BABI PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analis

Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan, Pengelola Keuangan mempunyai uraian tugas jabatan adalah
sebagai berikut :

1.

Mengelola rencana program kerja, bahan dan alat perlengkapan bidang tugas sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat
berjalan dengan baik;

. Melakukan pengecekan data sesuai dengan bidang tugasnya. Agar dalam pelaksanaan

terdapat kesesuaian dengan rencana awal;

. Melaksanakan dan mengelola program kerja bidang tugas, sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;

Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka
pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar program dapat terlaksana secara terpadu
untuk mencapai hasil yang optimal;

. Membuat laporan evaluasi bidang tugas secara berkala, sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengelola Keuangan, sebagaimana gambar 1.1 dibawabh ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

SEKRETARIS

KASUBAG PE RENCANAAN,
EVALUASI DA N KEUANGAN

BENDAHARA PENYUSUN PENGELOLA PENGELOLA
PROGRAM PROGRAM KEUANGAN
ANGGARAN DAN
DAN KEGIATAN
PELAPORAN
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BAB I1 AKUNTABILITAS KINERJA
JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengelola Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengelola Keuangan Tahun 2023

. Indikator
No. Uraian tugas Kinerja Target
1) (2) (3) (4)
Mengelola rencana program kerja, bahan dan
alat pelengkapan bidang tugas sesuai dengan
1 | prosedur dan ketentuan yang berlaku. Agar Bah.an Program 12 Data
. ) Kerja
dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
dengan baik
Melakukan pengecekan data sesuai dengan Tersedianya data
2 | bidang tugasnya. Agar dalam pelaksanaan . 12 Data
; yang valid
terdapat kesesuaian dengan rencana awal
Melaksanakan dan mengelola program kerja
3 bidang tugas, sesuai dengan prosedur dan Terlaksananya 2
ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi program Kerja Kegiatan
penyimpangan dalam pelaksanaan
Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait
dan atau instansi lain dalam rangka
I Terlaksananya 5
4 | pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar . :
koordinasi Kegiatan
program dapat terlaksana secara terpadu untuk
mencapai hasil yang optimal
Membuat laporan evaluasi bidang tugas secara .
. Laporan hasil
berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan 16
5 . pelaksanaan
yang berlaku sebagai bahan penyusunan Laporan
. tugas
program berikutnya
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Pengelola Keuangan Triwulan III Tahun 2023 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Realizazsi

Capaian Indikator Kinerja = Target x100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

. . . . Target
|Capaian Indikator Kinerja = ——E=
Realizasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran

dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1s5.d.90 Tinggi / Berhasil

65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengelola Keuangan Triwulan Il Tahun 2023 sebagaimana tabel
2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja “Pengelola Keuangan”

Triwulan III Tahun 2023

Indikator Target Target Realisasi %

No Uraian Tugas Kinerja Tahunan [Triwulan III Triwulan III | Capaian

1. |[Mengelola rencana
program Kerja, bahan
dan alat perlengkapan [Bahan

bidang tugas sesuai  [Program Kerja
dengan prosedur dan
ketentuan yang

12 Data 4 Data 4 Data 100%
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berlaku. Agar dalam
pelaksanaan
pekerjaan dapat
berjalan dengan baik

Melakukan
pengecekan data
sesuai dengan bidang
tugasnya. Agar dalam
pelaksanaan terdapat
kesesuaian dengan
rencana awal

Tersedianya
data yang valid

12
Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

100%

Melaksanakan dan
mengelola program
kerja bidang tugas,
sesuai dengan
prosedur dan
ketentuan yang
berlaku, agar tidak
terjadi penyimpangan
dalam pelaksanaan

Terlaksananya
program Kerja

2 Kegiatan

0 Kegiatan

0 Kegiatan

100%

Melaksanakan
pembayaran atas
tagihan-tagihan
berdasarkan surat
dinas untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas

Terlaksananya
koordinasi

5 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

100%

Melaksanakan
permintaan uang
muka berdasarkan
surat perintah untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas

Laporan hasil
pelaksanaan
tugas

16 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

100%

Rata-rata

100%

Dari table di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Bendaha adalah sebesar 100 %
dengan kategori “sangat tinggi/ sangat berhasil”
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BAB IIl PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian
kinerja Pengelola Keuangan adalah sebesar 100 % dengan kategori “sangat tinggi/sangat

berhasil”

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan
perencanaan kinerja dalam “Pengelola Keuangan” Triwulan Il Tahun 2023 adalah sebagai
berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan

2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

Pekalongan, 02 Oktober 2023
Mengetahui,

Plt. KEPALA SUB BAGIAN RENVAL DAN PENGELOLA KEUANGAN,
KEUANGAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA P LONGAN,

AMILATUL KHANIEF, S.K.M ] OSH
NIP. 19770408 2000003 2 003 NIP. 19950606 202203 1015
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan III
Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kasubbag Umum dan Kepegawaian
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kasubbag Umum dan
kepegawaian melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja

Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Oktober 2023

Kasubbag Umumyxlan Kepegawaian

AMILATUL KHANIEF S.K.M
Penata Tingkat |
NIP. 19770408 200003 2 003
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kasubbag umum dan
kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana
prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan,
pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja
(ABK) dan Evaluasi Jabatan (EV]JAB); dan
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan kasubbag umum dan kepegawaian,
sebagaimana gambar 1.1 dibawabh ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAHUN 2023

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS
( Yos Rosyldi, S.L.P, M.SL )
NIP. 19660516 198603 | 007

SEKRETARIS

( Dra. INDAH BUDIARTI M.M.)
NIP. 19701129 199703 2 002

[
[ |

Pit. SUB BAGIAN PERENCANAAN, KASUBAG UMUM DAN
EVALUASI DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
(AMILATUL KHANIEF S.K.M.) (AMILATUL KHANIEF S.K.M.)
NIP. 19770408 200003 2 003 NIP. 19770408 200003 2 003
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja perubahan merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tahun 2023
No. Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Pengadaan Pakaian Dinas | Jumlah keikutsertaan 1 Kali
1 Beserta Atribut dalam karnaval batik
Kelengkapannya
Penyediaan Komponen Jumlah bulan 12 Bulan
Instalasi penyediaan
? Listrik/Penerangan komponen instalasi
Bangunan Kantor listrik / penerangan
pembangunan
kantor
Jumlah bulan 12 Bulan
penyediaan alat tulis
kantor dan benda
3 Penyediaan Peralatan dan | pos
Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan 17 Unit
perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
Penyediaan Peralatan Jumlah bulan 12 Bulan
4 Rumah Tangga penyediaan
peralatan rumah
tangga
Penyediaan Bahan Jumlah bulan 11 Bulan
5 Logistik Kantor penyediaan makanan
dan minuman
Penyediaan Barang Jumlah bulan 12 Bulan
6 Cetakan dan Penggandaan | penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
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No. Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
7 Penyediaan Bahan Bacaan | Jumlah bulan 12 Bulan
dan Peraturan Perundang- | penyediaan surat
undangan kabar/majalah dan
peraturan
perundang-
undangan
8 Penyelenggaraan Rapat Jumlah fasilitasi 150 orang/kali
Koordinasi dan Konsultasi | rapat konsultasi dan
SKPD koordinasi luar
daerah
9 Penyediaan Jasa Surat Jumlah bulan 12 Bulan
Menyurat penyediaan jasa
surat menyurat
10 Penyediaan Jasa Jumlah bulan 12 Bulan
Komunikasi, Sumber Daya | penyediaan jasa
Air dan Listrik komunikasi, sumber
daya air dan listrik
11 Penyediaan Jasa Jumlah bulan 12 Bulan
Pelayanan Umum Kantor | penyediaan jasa
kebersihan dan
peralatan/bahan
kebersihan kantor
12 Penyediaan Jasa Jumlah bulan 12 Bulan
Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan
Pemeliharaan dan Pajak operasional
Kendaraan Perorangan kendaraan
Dinas atau Kendaraan dinas/operasional
Dinas Jabatan
13 Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah gedung 1 Unit
Gedung Kantor dan kantor yang
Bangunan Lainnya terpelihara secara
rutin/berkala
14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah bulan 12 Bulan
Sarana dan Prasarana pemeliharaan
Gedung Kantor atau peralatan dan
Bangunan Lainnya perlengkapan
gedung kantor
secara rutin/berkala

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan
[II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan
realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:
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Realisasi

Capaian Indikator Kinerja = x100%

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus :

Target

Capaian Indikator Kinerja = x100%

Realizasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = (————-—7) — 1 x 100
capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan III
Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Triwulan III Tahun 2023

Target Realisasi %
Sub . o Target . . :
No . Indikator Kinerja Triwulan | Triwulan | Capaian
Kegiatan Tahunan 1 I
1 Pengadaan | Jumlah 1 Kali 0 0 0
Pakaian keikutsertaan dalam
Dinas karnaval batik
Beserta
Atribut
Kelengkapa
nnya
2 Penyediaan | Jumlah bulan 12 Bulan 9 9 100
Kompor?en penyediaan
Instalasi komponen instalasi
Listrik/Pen | . . .
listrik / penerangan
erangan
Bangunan pembangunan
Kantor kantor
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Target Realisasi %
Sub . L Target . . :
No . Indikator Kinerja Triwulan | Triwulan | Capaian
Kegiatan Tahunan I I
3 Penyediaan | Jumlah bulan 12 Bulan 9 9 100
Peralatan | penyediaan alat tulis
dan kantor dan benda
Perlengkap os
an Kantor P
Jumlah peralatan 17 Unit 6 5 83.33
dan perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
4 Penyediaan | Jumlah bulan 12 Bulan 9 9 100
Peralatan penyediaan
Rumah peralatan rumah
Tangga tangga
5 Penyediaan | Jumlah bulan 11 Bulan 7 7 100
Bah.an. penyediaan
Logistik makanan dan
Kantor .
minuman
6 Penyediaan | Jumlah bulan 12 Bulan 9 9 100
Barang penyediaan barang
Cetakan dan | atakan dan
Penggandaa
N penggandaan
7 Penyediaan | Jumlah bulan 12 Bulan 9 9 100
Bahan penyediaan surat
Bacaan dan | 3y, majalah dan
Peraturan
peraturan
Perundang-
undangan perundang-
undangan
8 Penyelengg | Jumlah fasilitasi 150 150 124 82.67
araan Rapat | rapat konsultasi dan | orang/k
Koordinasi | koordinasi luar ali
dan .| daerah
Konsultasi
SKPD
9 Penyediaan | Jumlah bulan 12 Bulan 9 9 100
Jasa Surat penyediaan jasa
Menyurat surat menyurat
10 | Penyediaan | Jumlah bulan 12 Bulan 9 9 100
Jasa penyediaan jasa
KSomubnlkaSI komunikasi, sumber
, Sumber . _
Daya Air daya air dan listrik
dan Listrik
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Target Realisasi %
No Sgb Indikator Kinerja Target Triwulan | Triwulan | Capaian
Kegiatan Tahunan 1 N
11 | Penyediaan | Jumlah bulan 12 Bulan 9 9 100
Jasa penyediaan jasa
Pelayanan | yehersihan dan
g:;:ig; peralatan/bahan
kebersihan kantor
12 | Penyediaan | Jumlah bulan 12 Bulan 9 9 100
Jasa pemeliharaan dan
Peme_lihara operasional
an, Blalya kendaraan
Pemelihara ) )
an dan dinas/operasional
Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
13 | Pemelihara | Jumlah gedung 1 Unit 1 1 100
an/Rehabili kantor yang
tasi Gedung | terpelihara secara
Kantor dan rutin/berkala
Bangunan
Lainnya
14 | Pemelihara | Jumlah bulan 12 Bulan 9 9 100
an/Rehabili | pemeliharaan
tasiSarana | peralatan dan
dan perlengkapan
Prasarana
Gedung gedung kantor
Kantor atau | Secara rutin/berkala
Bangunan
Lainnya
Rata-rata Capaian | 97.57

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kasubbag umum dan

kepegawaian adalah sebesar 97.57 % dengan kategori sangat tinggi

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai

berikut:

1. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan

2. Penempatan target yang sesuai

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan

program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan

sebagai berikut :

Laporan Kinerja Triwulan Il Kasubbag umum dan kepegawaian | Dinsos P2KB, 2023




Tabel. 2.4. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

Pagu Target Reallisasi .
. Anggaran . Triwulan 111 | % Capaian
No Sub Kegiatan Perubahan Tnvzgla)n Il (Rp) {(5)/(4)*100}
(Rp) P
1) (2) (©) (4) (©) (6)
1 | Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut 5.000.000 5.000.000 - 0
Kelengkapannya
2 | Penyediaan Komponen
Instalasi
o 10.000.000 8.000.000 4.752.000 59.40 %
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
3 | Penyediaan Peralatan dan | 147 767 00 | 47.678.000 | 43.292.000 | 90.80 %
Perlengkapan Kantor
4 | Penyediaan Peralatan 12.500.000 | 7.500.000 | 7.234.600 | 96.46 %
Rumah Tangga
5 | Penyediaan Bahan 75.100.000 | 59.943.000 | 51.142.000 | 85.32%
Logistik Kantor
6 | Penyediaan Barang
Cetakan dan 10.000.000 | 10.000.000 | 9.818.800 98.19 %
Penggandaan
7 | Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan 2.500.000 2.260.000 1.695.000 75.00 %
Perundang-undangan
8 | Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan 130.000.000 | 85.000.000 | 83.060.281 97.72 %
Konsultasi SKPD
9 | Penyediaan Jasa Surat
2.400.000 1.760.000 1.410.000 80.11 %
Menyurat
10 | Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber 137.147.000 | 109.172.500 | 86.533.222 79.26 %
Daya Air dan Listrik
1 ﬁe”VEd'aa” Jasa 99.600.000 | 76.200.000 | 68.134.468 | 89.42 %
elayanan Umum Kantor
12 | Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak | 545 854 000 | 199.631.500 | 165.923.008 | 8311 %
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
13 | Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan 287.797.000 | 260.944.000 | 234.769.500 89.97 %
Bangunan Lainnya
14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi
éara”a dan Prasarana 20.150.000 | 16.900.000 | 10.376.000 | 61.40 %
edung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Rata-rata Capaian 83.55 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IIl adalah

sebesar 83.55 %.
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Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 83.55
%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan III sebesar

97.57 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 16.78 %.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian Kinerja sebesar 97.57 %, sedangkan
realisasi anggaran sebesar 83.55 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber

daya sebesar 16.78 %.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan kasubbag umum dan

kepegawaian Triwulan Il Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

2 " - n
4. Dst
Pekalongan, 2 Oktober 2023
Mengetahui
Sekretaris Dinas, Kasubbag Umum dan Kepegawaian,
Dra. INDAH BUDIARTI M.M. AMILATUL KHANIEF S.K.M
NIP. 19701129 199703 2 002 NIP. 19770408 200003 2 003
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PENGADMINISTRASIAN UMUM

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasian Umum Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan 11l Tahun 2023 dapat diselesaikan
tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang
baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada
masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengadministrasian
Umum Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat
keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi
dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerjadan reformasi birokrasi sebagai bentuk
pertanggungjawaban Kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat
diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengadministrasian Umum Dinas Sosial,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan
dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pengadministrasian Umum

ROHMAT RAHARJO, S.Ak
NIP. 19770113 200701 1 007
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analis
Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Analis Masalah Sosial mempunyai uraian tugas jabatan
adalah sebagai berikut :
1. Menerima, mencatat dan menyortir surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.

2. Memberilembar disposisi pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian.

3. Mengelompokkan surat/dokumen/berkas menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian.

4. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan surat/dokumen/berkas sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai

bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 2023
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Pengadministrasian Umum Dinas Sosial P2KB
sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAHUN 2023

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS

( Yos Rosyldi, S.L.P, MLSL. )
NIP. 19660516 198603 1 007

Pit. SEKRETARIS
( Zaenal Muhibbin, S.Pd )
NIP. 19670609 199103 | 008

I

1

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN KEUANGAN
( Siti Aminatun Qosidah, S.E. )

NIP. 19650923 199302 2 001

KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
(AMILATUL KHANIEF S.K.M.)
NIP. 19770408 200003 2 003

PENGADMINISTRASIAN UMUM
(ROHMAT RAHARJO, S.Ak)
NIP. 19770113 200701 1 007
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,
fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja

Pengadministrasian Umum Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasian Umum
Tahun 2023
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target

1 Menerima, mencatat dan | Jumlah pencatatan surat /| 600 Dokumen
menyortir surat / dokumen / | dokumen / berkas
berkas sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku,
agar memudahkan pencarian.

2 Memberi lembar disposisi | Jumlah lembar disposisi yang| 600 Dokumen
pada surat / dokumen / | tersedia
berkas, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar memudahkan
pengendalian.

3 Mengelompokkan surat / | Jumlah pengelompokan surat| 600 Dokumen
dokumen / berkas menurut | / dokumen /berkas
jenis dan sifatnya sesuai
dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, agar
memudahkan pendistribusian.

4 Mengadministrasikan dan | Jumlah pengurusan| 600 Dokumen
mendokumentasikan surat / | administrasi surat /
dokumen / berkas sesuai
dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, agar
tertib administrasi

dokumentasi / berkas

5 Melaporkan hasil pelaksanaan | Jumlah laporan hasil| 12 Laporan

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 2023
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No | Uraian Tugas Indikator Kinerja Target

tugas sesuai dengan prosedur | pelaksanaan tugas
yang berlaku sebagai bahan
evaluasl dan
pertanggungjawaban

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasian Umum Sosial Triwulan III
Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Bealisast 4 1000,
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = —28°* ¥ 100%
Realisasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

capaian kinerja
L 2y —1x100

Efisiensi = ( ,
capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian Pengadministrasian Umum Triwulan III Tahun 2023
sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :
Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengadministrasian Umum Dinas Sosial P2KB Triwulan III

Tahun 2023

No

Uraian Tugas

Indikator Kinerja

Target
Tahunan

Target
Triwulan III

Realisasi
Triwulan III

%
Capaian

Menerima, mencatat
dan menyortir surat /
dokumen / berkas
sesuai dengan
prosedur dan
ketentuan yang
berlaku, agar
memudahkan
pencarian.

Jumlah pencatatan
surat / dokumen /
berkas

600

Dokumen

150
Dokumen

150
Dokumen

100 %

Memberi lembar
disposisi pada surat /
dokumen / berkas,
sesuai dengan
prosedur dan
ketentuan yang
berlaku agar
memudahkan
pengendalian.

Jumlah lembar
disposisi yang
tersedia

600

Dokumen

150
Dokumen

150
Dokumen

100 %

Mengelompokkan
surat / dokumen /
berkas menurut jenis
dan sifatnya sesuai
dengan prosedur dan
ketentuan yang
berlaku, agar
memudahkan
pendistribusian

Jumlah
pengelompokan
surat/dokumen/
berkas

600

Dokumen

150
Dokumen

150
Dokumen

100 %

Mengadministrasikan
dan
mendokumentasikan
surat / dokumen /
berkas sesuai dengan
prosedur dan
ketentuan yang
berlaku, agar tertib
administrasi

Jumlah pengurusan
administrasi
surat/dokumentasi
/ berkas

600

Dokumen

150
Dokumen

150
Dokumen

100 %
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5 | Melaporkan hasil
pelaksanaan tugas
sesuai dengan
prosedur yang
berlaku sebagai bahan
evaluasi dan
pertanggungjawaban

Jumlah laporan hasil
pelaksanaan
tugas

12
Laporan

3 Laporan | 3 Laporan

100 %

Rata-rata Capaian

100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengadministrasian Umum

adalah sebesar 100 % dengan kategori “Sangat berhasil/ sangat tinggi”

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 2023
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan katerogi

“sangat tinggi/ sangat berhasil”

Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan  perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan  kegiatan
Pengadministrasian Umum Dinas Sosial P2KB Triwulan 11l Tahun 2023 adalah
sebagai berikut :
1. Sudah sesuai target yang direncanakan

2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Mengetahui,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PENGADMINISTRASIAN UMUM,
KEPEGAWAIAN,
AMILATUL KHANIEF, S.K.M ROHMAT RAHARJO, S.Ak

NIP. 19770408 2000003 2 003 NIP. 19770113 200701 1 007
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PRAMU KEBERSIHAN

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan Il Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat
waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang
baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada
masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pramu Kebersihan Dinas
Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen
dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang
berupa output maupun outcomes

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat
keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi
dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerjadan reformasi birokrasi sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat
diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pramu Kebersihan Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan
mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pramu Kebersihan

AGUS PURNOMO

NIP. 19790313 200701 1 008

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 2023
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analis

Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pramu Kebersihan mempunyai uraian tugas jabatan

adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

2. Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan sesuai perintah dan
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

3. Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan
fasilitasi yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali.

4. Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak.

Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas

pelaksanaan tugas
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Pramu Kebersihan Dinas Sosial P2KB

sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS

( Yos Rosyidi, S.L.P, MLSL. )
NIP. 19660516 198603 1 007

Pit. SEKRETARIS
( Zaenal Muhibbin, S.Pd )
NIP. 19670609 199103 | 008

[

I

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN KEUANGAN
( Siti Aminatun Qosidah, S.E. )

NIP. 19650923 199302 2 001

KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
(AMILATUL KHANIEF S.K.M.)
NIP. 19770408 200003 2 003

PRAMU KEBERSIHAN
(AGUS PURNOMO)
NIP. 19790313 200701 1 008
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,
fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja
Pramu Kebersihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pramu Kebersihan
Tahun 2023

No

Uraian Tugas

Indikator Kinerja

Target

Menyiapkan peralatan dan
perlengkapan yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku agar pelaksanaan
tugas berjalan lancar

Jumlah kegiatan penyiapan
peralatan dan perlengkapan

250 Kegiatan

Menyiapkan kebutuhan
pelaksanaan kegiatan yang
diperlukan sesuai perintah dan
ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan tugas berjalan
lancar

Jumlah kegiatan penyiapan
kebutuhan pelaksanaan
kegiatan

250 Kegiatan

Membersihkan peralatan dan
perlengkapan yang digunakan
dengan menggunakan fasilitasi
yang ada agar tetap bersih dan
siap digunakan kembali

Jumlah kegiatan kebersihan
peralatan dan pelengkapan

250 Kegiatan

Menyimpan dan merawat
peralatan yang digunakan agar
tidak cepat rusak

Jumlah kegiatan perawatan
peralatan dan perlengkapan

250 Kegiatan

Membuat laporan kegiatan
sesuai dengan prosedur
sebagai akuntabilitas
pelaksanaan tugas

Jumlah laporan hasil

pelaksanaan tugas

12 Laporan
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Pramu Kebersihan Sosial Triwulan III Tahun
2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = R&2lsast 4 1900
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = % x 100%
Realisasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

capaian kinerja
£ 2y —1x100

Efisiensi = ( :
capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil

65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Pramu Kebersihan Triwulan III Tahun 2023 sebagaimana

tabel 2.2 dibawah ini :
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Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Pramu Kebersihan Dinas Sosial P2KB Triwulan Il Tahun 2023

Target Target Realisasi %

No Uraian Tugas Indikator Kinerja Tahunan | Triwulan III| Triwulan III| Capaian

1 | Menyiapkan peralatan| Jumlah  kegiatan 250 63 63 100 %
dan perlengkapan| penyiapan Kegiatan | Kegiatan Kegiatan
yang diperlukan| peralatan dan
sesuai dengan| perlengkapan

ketentuan yang
berlaku agar
pelaksanaan tugas
berjalan lancar

2 Menyiapkan Jumlah kegiatan 250 63 63 100 %
kebutuhan penyiapan Kegiatan| Kegiatan Kegiatan
pelaksanaan kegiatan| kebutuhan
yang diperlukan| pelaksanaan
sesuai perintah dan| kegiatan
ketentuan yang
berlaku agar
pelaksanaan tugas
berjalan lancar

3 | Membersihkan Jumlah kegiatan 250 63 63 100 %
peralatan dan| kebersihan Kegiatan| Kegiatan Kegiatan
perlengkapan  yang| peralatan dan
digunakan dengan| pelengkapan
menggunakan
fasilitasi yang ada agar
tetap bersih dan siap
digunakan kembali

4 | Menyimpan dan| Jumlah  kegiatan 250 63 63 100 %
merawat  peralatan| perawatan Kegiatan| Kegiatan Kegiatan
yang digunakan agar| peralatan dan
tidak cepat rusak perlengkapan

5 | Membuat laporan Jumlah laporan 12 3 Laporan | 3 Laporan | 100 %
kegiatan sesuai hasil pelaksanaan Laporan
dengan prosedur tugas
sebagai akuntabilitas
pelaksanaan tugas

Rata-rata Capaian | 100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pramu Kebesihan adalah

sebesar 100 % dengan kategori “Sangat berhasil/ sangat tinggi”

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 2023
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas

dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan Katerogi

“sangat tinggi/ sangat berhasil”

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Pramu

Kebersihan Dinas Sosial P2KB Triwulan Il Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
1. Sudah sesuai target yang direncanakan

2. Ketepatan dalam penyusunan target Kinerja

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Mengetahui,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PRAMU KEBERSIHAN,
KEPEGAWAIAN ,
AMILATUL KHANIEF, SK.M AGUS PURNOMO
NIP. 19790313 200701 1008

NIP. 19770408 2000003 2 003
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan
Jaminan Sosial Triwulan III Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja
(LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good
governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada
masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang
Pemberdayaan dan Jaminan Sosial mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output
maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan
dan Jaminan Sosial melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian

Kinerja Perubahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Oktober 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial

/'

7

Pembina
NIP. 19860715 200412 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

©® N o ok

0.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Bidang
Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian,
pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan
kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan,
Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:
perumusan program kerja bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan
sosial;
pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan
jaminan sosial;
pengoordinasian pengumpulan sumbangan dalam daerah;
pengoordinasian pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
pemeliharaan taman makam pahlawan di daerah;
pengoordinasian pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional
Prosedur (SOP) dan/ atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan
dan Jaminan Sosial sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS
( Yos Rosyidi, S.I.P, M.Si. )
NIP. 19660516 198603 1 007

BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL
(Trieska Herawan S.STP)
NIP. 19860715 200412 1 001

JF PEKERJA SOSIAL MUDA

JF PEMBERDAYAAN SOSIAL
KELUARGA MISKIN
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian Kkinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan,
Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan
Jaminan Sosial Tahun 2023

No Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 | Pemberdayaan Sosial | Persentase Keluarga Miskin 10 persen
Komunitas Adat Terpencil yang diberdayakan

2 | Pengembangan Potensi | Presentase kelembagaan
Sumber Kesejahteraan | kesejahteraan sosial yang 75 persen
Sosial Daerah | aktif
Kabupaten/Kota

3 | Pengelolaan Data Fakir | Persentase graduasi KPM
Miskin Cakupan Daerah | PKH 10 persen
Kabupaten/Kota

4 | Pemeliharaan Taman | Persentase Rehabilitasi
Makam Pahlawan Nasional | Sarana dan Prasarana 100 persen
Kabupaten/Kota Taman Makam Pahlawan

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan
dan Jaminan Sosial Triwulan III Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Realisast 4 10900,
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:
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3.

Capaian Indikator Kinerja =

Target

Realisasi

x100%

Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = (

capaian kinerja ) 1 x 100
capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan

Sosial Triwulan III Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawabh ini :

Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan

Sosial Triwulan III Tahun 2023

: Indikator Target T_arget Re_alisasi %.
No Kegiatan o Triwulan | Triwulan | Capaian
Kinerja Tahunan 1 1
1 | Pemberdayaan Persentase
Sosial Komunlltas Keluarga Miskin 10 10 0.39 388
Adat Terpencil yang
(KAT) diberdayakan
2 | Pengembangan Presentase
Potensi Sumber | kelembagaan
Kesejahteraan kesejahteraan 75 75 55.88 74.51
Sosial Daerah sosial yang aktif
Kabupaten/Kota
3 | Pengelolaan Data | Persentase
Fakir Miskin graduasi KPM
Cakupan Daerah | PKH 10 7.5 9.82 130.93
Kabupaten/Kota
4 | Pemeliharaan Persentase
Taman Makam Rehabilitasi
Pah!awan Sarana dan 100 7c 100 133.33
Nasional Prasarana
Kabupaten/Kota | Taman Makam
Pahlawan
Rata-rata Capaian | 85.66
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Bidang

Pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial adalah sebesar 85.66 %.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan

program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan

sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Perubahan Anggaran

Tahun 2023
. Anzagillfan .Tariget R_ealilsasi % Capaian
No Kegiatan Perubahan Triwulan III Triwulan III 1(5)/(4)*100}
(Rp) (Rp)
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 | Pemberdayaan
Sosial Komunitas Rp. Rp. Rp. 96.92
Adat Terpencil 169.406.000 155.710.000 150.928.760 '
(KAT)
2 | Pengembangan
Potensi Sumber
. Rp. Rp. Rp.
Kesejahteraan 364.39p5.000 351.71pz.000 184.859.500 52.56
Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
3 | Pengelolaan
Data Fakir
1 Rp. Rp. Rp.
Miskin Cakupan 1.614.9%6.000 1.590.6p18.000 1.163.65)16.032 73.15
Daerah
Kabupaten/Kota
4 | Pemeliharaan
Taman Makam
Rp. Rp. Rp.
Pahlawan 92.382.000 | 87.687.000 | 74.510.833 84.97
Nasional
Kabupaten/Kota
Rata-rata Capaian 76.90

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IIl adalah

sebesar 76.90%.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 84.66% |, sedangkan

realisasi anggaran sebesar 76.90%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang
Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Triwulan IV Tahun 2023 adalah

sebagai berikut :

. 3
Pekalongan, 2 Oktober 2023
Mengetahui
KEPALA DINAS SOSIAL KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL ,
KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN

4

NIP. 19680516 198603 1 007 NIP. 19860715 200412 1 001
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENANGANAN MASALAH SOSIAL

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KOTA PEKALONGAN TAHUN
2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia
Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan
Masalah Sosial Triwulan III Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj)
sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu
cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan
pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus
bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat
keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan
di dalam pengelolaan manajemen Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai
media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi
kinerja Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial melalui

pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYAAKAT DALAM PENANGANAN
MASALAH SOSIA

ZAENAL MUTTAKIN, S.M
Penata Muda /11l A
NIP. 19901013 202203 1 002
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BABI PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan

dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

Pekalongan, Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial

mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1.

Menyusun bahan-bahan Kkerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan

penyelesaian pekerjaan;

. Membantu melaukan pengecekan data sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan

terdapat kesesuaian dengan rencana awal;

. Membantu melaksanakan dan mengelola program kerja bidang tugas, sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
Membantu melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka
pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk

mencapai hasil yang optimal;

. Membantu membuat laporan evaluasi bidang tugas secara berkala, sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah

Sosial, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Kepala Bidang Pemberdayaan,
Perlindungan dan Jaminan Sosial

JF Pekerja Sosial
Muda

_ Laporan Kinerja Triwulan IIT Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan
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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang

fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah

Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah

Sosial Tahun 2023
No. Uraian tugas ln(.llkat.or Target
Kinerja
(1) (2) (3) (4)
Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur 48
1 yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerja Jumlah Dokumen Dokumen
Membantu melakukan pengecekan data sesuai 48
2 | dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan Jumlah Dokumen
; Dokumen
terdapat kesesuaian dengan rencana awal
Membantu melaksanakan dan mengelola program
kerja bidang tugas, sesuai dengan prosedur dan 48
3 ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi Jumlah Dokumen Dokumen
penyimpangan dalam pelaksanaan
Membantu melakukan koordinasi dengan unit-unit
terkait dan atau instansi lain dalam rangka
o 12
4 | pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar Laporan .
Kegiatan
program dapat terlaksana secara terpadu untuk
mencapai hasil yang optimal
Membantu membuat laporan evaluasi bidang tugas
secara berkala, sesuai dengan prosedur dan 12
5 : Jumlah Dokumen :
ketentuan yang belaku sebagai bahan penyusunan Kegiatan
program berikutnya

B. Capaian Kinerja

Masalah Sosial Triwulan III Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

Pengukuran capaian kinerja Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan

realisasi indikator kinerja kegiatan.

realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah

Realizasi

Capaian Indikator Kinerja = Target

x 100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah
realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Masalah Sosial / DINSOSP2KB Tahun 2023
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. . . . Target
|Capaian Indikator Kinerja = ——E=
Realizasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No.

54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal

yaitu:
Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial
Triwulan [II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawabh ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja “Analis Program Pemberdayaan Masyaakat dalam Penanganan
Masalah Sosial”

Triwulan III Tahun 2023

. 0
Indikator Target Target Realisasi Yo

No Uraian Tugas L Tahunan | Triwulan | Triwulan | Capaian
Kinerja I 1

1. |Menyusun bahan-bahan

kerja sesuai dengan Jumlah 48 16 16

ﬁ;giﬁgﬂyszfﬁizlsa;l;al;nmk Dokumen Dokumen | Dokumen| Dokumen

pekerja

100%

Membantu melakukan
pengecekan data sesuai
dengan bidang tugasnya, [umlah 48 16 16
agar dalam pelaksanaan |Dokumen Dokumen | Dokumen | Dokumen
terdapat kesesuaian
dengan rencana awal

100%

3. Membantu melaksanakan
dan mengelola program
kerja bidang tugas, sesuai
dengan prosedur dan Jumlah 48 16 16
ketentuan yang berlaku, |[Dokumen Dokumen | Dokumen | Dokumen
agar tidak terjadi
penyimpangan dalam
pelaksanaan

100%

4. Membantu melakukan
koordinasi dengan unit-
unit terkait dan atau L 12
. . aporan )
instansi lain dalam rangka Kegiatan
pelaksanaan program
kerja bidang tugas, agar
_ Laporan Kinerja Triwulan IIT Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan
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program dapat terlaksana
secara terpadu untuk
mencapai hasil yang
optimal

5. Membantu membuat
laporan evaluasi bidang
tugas secara berkala,

sesuai dengan prosedur  Jumlah 1_2 4 Kegiatan| 4 Kegiatan| 100%
dan ketentuan yang Dokumen Kegiatan
belaku sebagai bahan
penyusunan program
berikutnya
Rata-rata 100%

Dari table di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Analis Program Pemberdayaan
Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial adalah sebesar 100 % dengan kategori “sangat tinggi/

sangat berhasil”
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BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian
kinerja Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial adalah
sebesar 100% dengan kategori “sangat tinggi/sangat berhasil”

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan
kinerja dalam “Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial” Triwulan
111 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
1. Sudah sesuai target yang direncanakan

2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Mengetahui,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN, ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, MASYARAKAT DALAM PENANGANAN
MASALAH SOSIAL,
TRIESKA HERAWAN, S.STP ZAENAL MUTTAKIN, S.M
NIP. 19860715 200412 1 001 NIP. 19901013 202203 1 002
“Laporan Kinerja Triwulan 111 Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Triwulan III Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan
Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
(good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas
kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai komitmen dan
tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang
berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Oktober 2023
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Penatd Muda Tingkat |
NIP. 19790127 200501 2 008
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

©® N o ok

9.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan
administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan,
anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
perumusan program kerja bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan
sosial;
pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan
jaminan sosial;
pengoordinasian pengumpulan sumbangan dalam daerah;
pengoordinasian pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
pemeliharaan taman makam pahlawan di daerah;
pengoordinasian pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional
Prosedur (SOP) dan/ atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAHUN 2023

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS
( Yos Rosyidi, S.L.P, M.Si. )
NIP. 19660516 198603 1 007

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
(Indria Susanti, S.T.P, ML.M. )
NIP. 19790127 200501 2 008

JF PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA SEJAHTERA

JF KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI
( Dra. Niken Soerwiatrini )
NIP. 19651215 199403 2 008
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian Kkinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2023

No

Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1

Perkiraan
Penduduk
Daerah

Pemetaan
Pengendalian
Cakupan
Kabupaten/ Kota

Persentase ketersediaan
dokumen KKBPK
(Kependudukan, Keluarga
Berencana dan
Pembangunan Keluarga)

100 persen

Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan KB Sesuai
Kearifan Budaya Lokal

Persentase Angka kelahiran
Remaja umur 15-19 tahun
(Age Specific Fertility
Rate/ASFR 15-19)

9.22

Pengendalian dan
Pendistribusian Kebutuhan
Alat dan Obat Kontrasepsi
serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase kepesertaan KB
MK]JP berdasarkan
pemutakhiran basis data
keluarga Indonesia

20,2 persen

Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam
Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Persentase Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota dalam Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

100 persen
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Triwulan III Tahun 2023 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Realisast 4 109004
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = —28°*_ ¥ 100%
Realisasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

capaian kinerja
L 2y —1x100

Efisiensi = ( ,
capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Triwulan III Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Triwulan III Tahun 2023

Indikator Target Target Realisasi %
No Kegiatan L Triwulan | Triwulan | Capaian
Kinerja Tahunan 1 1
1 | Pemetaan Persentase
Perkiraan ketersediaan
Pengendalian dokumen
Penduduk KKBPK 100
Cakupan Daerah | (Kependudukan, 100 64.29 64.29
Kabupaten/ Kota | Keluarga persen
Berencana dan
Pembangunan
Keluarga)
2 | Pelaksanaan Persentase
Advokasi, Angka kelahiran
Komunikasi, Remaja  umur
Informasi dan 15-19 tahun
Edukasi (KIE) (Age Specific
Pengendalian Fertility 9.22 0 0 0
Penduduk dan Rate/ASFR  15-
KB Sesuai 19)
Kearifan Budaya
Lokal
3 | Pengendalian
dan
Pendistribusian Persentase
kepesertaan KB
Kebutuhan Alat MK]JP
dan Obat
. berdasarkan 20.20
Kontrasepsi . 0 0 0
serta pemutakhiran persen
basis data
Pelaksanaan keluarga
Pelayanan KB di .
Indonesia
Daerah
Kabupaten/Kota
4 | Pelaksanaan dan | Persentase
Peningkatan Pelaksanaan dan
Peran Serta Peningkatan
Organisasi Peran Serta
Kemasyarakatan | Organisasi
Tingkat Daerah Kemasyarakatan
Kabupaten/Kota | Tingkat Daerah 100
dalam Kabupaten/ 100 100 100
Pembangunan Kota dalam | PeTse!
Keluarga Melalui | Pembangunan
Pembinaan Keluarga Melalui
Ketahanan dan Pembinaan
Kesejahteraan Ketahanan dan
Keluarga Kesejahteraan
Keluarga
Rata-rata Capaian | 82.14

2023
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebesar 82.14 %.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan
program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan
sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Perubahan Anggaran

Tahun 2023
Pagu Target Realisasi
No Kegiatan Anggaran Triwulan III Triwulan III % Capaian
Tahunan (Rp) (Rp) {(5)/(4)*100}
(Rp) P
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 | Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk Rp. Rp. Rp. 83.33
Cakupan Daerah 66.116.000 62.866.000 52.389.972 '
Kabupaten/ Kota

2 | Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) Rp. Rp. Rp. 74.07
Pengendalian Penduduk | 3.517.897.000 | 3.500.837.000 | 2.593.087.415 '
dan KB Sesuai Kearifan
Budaya Lokal

3 | Pengendalian dan
Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Rp. Rp. Rp.
ObatKontrasepsi serta |, o4 606 000 | 2.056.856.000 | 1.557.492.125 | 2
Pelaksanaan Pelayanan
KB di Daerah
Kabupaten/Kota

4 | Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran
Serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Rp Rp Rp. 98.89
Kabupaten/Kota dalam | 178.324.000 | 173.849.000 | 171.935.944 '
Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Rata-rata Capaian 83.00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan III

adalah sebesar 83.00 %
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 82.14 %, sedangkan

realisasi anggaran sebesar 83.00 %.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan IV Tahun 2023 adalah

sebagai berikut :

1. N’"'”""'"".."”“"""”"
Pekalongan, 2 Oktober 2023
Mengetahui
KEPALA DINAS SOSIAL KEPALA PENGENDALIAN PENDUDUK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN DAN KELUARGA BERENCANA,
KELUARGA BERENCANA

NIP. 19460516 198603 1 007 ; 50705 198607 2 001
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
JF PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karuniaNya maka Laporan Kinerja (LK) JF Penata Kependudukan dan Keluarga Dinas Sosial,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan Il Tahun 2023
dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LK) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan
mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa
JF Penata Kependudukan dan Keluarga Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan
kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa oufput maupun outcomes

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat
keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi
dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerjadan reformasi birokrasi sebagai
bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja JF Penata Kependudukan dan Keluarga
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui
pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 yang
telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Oktober 2023
JF Penata Kependudukan dan Keluarga

Dra. Niken Soerwiatrini
Penata Tingkat |
NIP. 19651215 199403 2 008
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA, mempunyai

uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1.

© © N o

10.

11.
12.
13.

menyusun kebutuhan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan
keluarga berencana melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Bantuan Operasional
Keluarga Berencana;

menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja pembangunan keluarga,
kependudukan, atau keluarga berencana;

melakukan analisis pemanfaatan data program pembangunan keluarga,
kependudukan, atau keluarga berencana;

melakukan monitoring penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan,
atau keluarga berencana;

melakukan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga,
kependudukan, atau keluarga berencana;

melakukan analisis ketersediaan data sarana penunjang pelayanan KB;

melakukan Promosi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi:
melakukan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;

melakukan sub kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa
cetak dan elektronik serta media luar ruang;

melakukan sub kegiatan Pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan
KKBPK;

melakukan sub kegiatan Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;

melakukan sub kegiatan Dukungan operasional pelayanan KB bergerak;
melakukan sub kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka pemberdayaan
dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya
dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan JF Penata Kependudukan dan Keluarga Dinas Sosial
P2KB sebagaimana gambar 1.1 dibawabh ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
JF Penata Kependudukan dan Keluarga

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS
( Yos Rosyidi, S.I.P, M.Si. )
NIP. 19660516 198603 1 007

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
(Indria Susanti, S.T.P, ML.M. )
NIP. 19790127 200501 2 008

JF PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA SEJAHTERA

JF KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI
( Dra. Niken Soerwiatrini )
NIP. 19651215 199403 2 008
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian Kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dankesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja JF Penata Kependudukan dan Keluarga Tahun
2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja JF Penata Kependudukan dan Keluarga

Tahun 2023
No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Penyediaan Data dan Jumlah dokumen informasi 14
Informasi Keluarga kependudukan dan keluarga yang Dokumen
disusun
Jumlah dokumen pendataan 1
keluarga sejahtera yang disusun Dokumen
2 | Promosi dan KIE Program Jumlah kelompok masyarakat yang 51
KKBPK melalui media massa | diberikan informasi pembangunan | Kelompok
cetak dan elektronik serta keluarga kependudukan dan KB
media luar ruang melalui penyuluhan langsung
3 | Pengelolaan operasional dan Jumlah bulan penyediaan 12 Bulan
sarana di Balai penyuluhan operasional Balai Penyuluhan KB
KKBPK
4 | Penyediaan sarana penunjang | Jumlah sarana prasarana pelayanan | 20 Unit
pelayanan KB KB pada kelompok kegiatan yang
diadakan
5 | Dukungan operasional Jumlah PUS dari keluarga miskin 480
pelayanan KB bergerak yang mendapat pelayanan KB Orang
6 | Penguatan Kebijakan Daerah | Jumlah kegiatan PPKBD, KKB, 5
dalam rangka pemberdayaan kelompok kegiatan, rumah data Kegiatan
dan peningkatan peran serta kependudukan dan PPKS yang
organisasi kemasyarakatan difasilitasi
dan mitra kerja lainnya dalam
pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/ UPPKS)
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja JF Penata Kependudukan dan Keluarga Triwulan 111

Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi x 100%
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin

tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja =

T t
—2E% ¥ 100%
Realisasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = (

capaian kinerja ) 1 x 100
capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator Kkinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran

dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d. 90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Laporan Kinerja Triwulan 111 JF Penata Kependudukan dan Keluarga | DINAS SOSIAL,
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Adapun capaian JF Penata Kependudukan dan Keluarga Triwulan [l Tahun

2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja JF Penata Kependudukan dan Keluarga Dinas Sosial P2KB

Triwulan 111 Tahun 2023

serta organisasi
kemasyarakatan dan
mitra kerja lainnya
dalam pembinaan
ketahanan dan
kesejahteraan
keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/
UPPKS)

kependudukan dan
PPKS yang difasilitasi

Target Target | Realisasi %
No Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tahunan | Triwulan| Triwulan| Capaian
11 Il
1 | Penyediaan Data dan | Jumlah dokumen 14 14 9 64.29%
Informasi Keluarga | informasi Dokumen
kependudukan dan
keluarga yang disusun
Jumlah dokumen 1 0 0 0%
pendataan keluarga Dokumen
sejahtera yang disusun
2 | Promosi dan KIE Jumlah kelompok 51 51 51 100%
Program KKBPK masyarakat yang Kelompok
melalui media massa | diberikan informasi
cetak dan elektronik | pembangunan
serta media luar keluarga
ruang kependudukan dan KB
melalui penyuluhan
_ langsung
3 | Pengelolaan Jumlah bulan 12 Bulan 9 9 100%
operasional dan penyediaan
sarana di Balai operasional Balai
penyuluhan KKBPK | Penyuluhan KB
4 | Penyediaan sarana | Jumlah sarana 81 Unit 81 97 119.75%
penunjang prasarana pelayanan
pelayanan KB KB pada kelompok
kegiatan yang
diadakan
Dukungan Jumlah PUS dari 480 Orang 480 287 59.79%
5 operasional keluarga miskin yang
pelayanan KB mendapat pelayanan
bergerak KB
6 | Penguatan Kebijakan Jumlah kegiatan 5 5 5 100%
Daerah dalam rangka| PPKBD, KKB, Kegiatan
pemberdayaan dan | kelompok kegiatan,
peningkatan peran rumah data
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Rata-rata Capaian ‘ 90.63%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja JF Penata
Kependudukan dan Keluarga adalah sebesar 90.63 %.
C. Capaian Anggaran
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan
program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan
sebagai berikut :
Tabel. 2.4. Pagu Perubahan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2023

Pagu Target Realisasi % Capaian
No Sub Kegiatan Anggaran Triwulan 111 | Triwulan 111 {25) /(2)*100}
Tahunan (Rp) (Rp) (Rp)
1) ) ©) (4) (5) (6)
1 | Penyediaan Data dan 66.116.000 62.866.000 52.358.972 83.28%
Informasi Keluarga
2 | Promosi dan KIE 98.040.000 94.830.000 94.320.972 99.46%

Program KKBPK melalui
media massa cetak dan
elektronik serta media
luar ruang

3 | Pengelolaan operasional | 3.419.857.000 | 3.406.007.000 | 2.498.766.443 73.36
dan sarana di Balali
penyuluhan KKBPK

4 | Penyediaan sarana 1.850.531.000 | 1.850.531.000 | 1.402.075.500 75.76
penunjang pelayanan
KB

5 | Dukungan operasional 208.475.000 | 206.325.000 | 155.416.625 75.32
pelayanan KB bergerak

6 | Penguatan Kebijakan 178.324.000 | 173.849.000 | 171.935.944 98.89

Daerah dalam rangka
pemberdayaan dan
peningkatan peran
serta organisasi
kemasyarakatan dan
mitra kerja lainnya
dalam pembinaan
ketahanan dan
kesejahteraan keluarga
(BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/
UPPKYS)

Rata-rata capaian | 84.34 %

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 2023
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan I11 adalah
sebesar 84.34 %
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BAB IIII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 90.63%, sedangkan realisasi

anggaran sebesar 84.34%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan |F Penata
Kependudukan dan Keluarga Dinas Sosial P2KB Triwulan IV Tahun 2023 adalah

sebagai berikut :
I (.I.' \ 9
Pekalongan, 2 Oktober 2023
Mengetahui
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN JF PENATA KEPENDUDUKAN DAN
PENDUDUK DAN KELUARGA KELUARGA,
BERENCANA,

INDRIA SUSANTIL S.T.P, M.M Dra. NIKEN SOERWIATRINI
NIP. 19790127 200501 2 008 NIP. 19651215 199403 2 008
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PENGADMINISTRASIAN UMUM

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasian Umum Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan
tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang
baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada
masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengadministrasian
Umum Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat
keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi
dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerjadan reformasi birokrasi sebagai bentuk
pertanggungjawaban Kinerja. Sebagai media akuntabilitas Kinerja, melalui laporan ini dapat
diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengadministrasian Umum Dinas Sosial,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan

dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Oktober 2023
PENGADMINISTRASIAN UMUM,

.

SRI MULJATI
Penata Muda TK |

NIP. 19680529 198903 2 004
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analis

Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Analis Masalah Sosial mempunyai uraian tugas jabatan

adalah sebagai berikut :

1.

Menerima, mencatat dan menyortir surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.

Memberi lembar disposisi pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian.

Mengelompokkan surat/dokumen/berkas menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian.
Mengadministrasikan dan mendokumentasikan surat/dokumen/berkas sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai

bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasian Umum Dinas Sosial P2KB

sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 St ruktur Organisasi

Kabid Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

JF Penata Kependudukan Dan Keluarga

Analis Pengadministrasi Pengelola Pelayanan
Keluarga Umum Keluarga Berencana,
Bina Keluarg
Berencana

remajadan Bina
Keluarga Lansia

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 2023
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,
fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja

Pengadministrasian Umum Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasian Umum
Tahun 2023
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target

1 Menerima, mencatat dan | Jumlah pencatatan surat /| 50 berkas/data
menyortir surat / dokumen / | dokumen / berkas
berkas sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar memudahkan
pencarian.

2 Memberi lembar disposisi | Jumlah lembar disposisi yang| 50 berkas/data
pada surat / dokumen / | tersedia
berkas, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar memudahkan
pengendalian.

3 Mengelompokkan surat /| Jumlah pengelompokan surat| 50 berkas/data
dokumen / berkas menurut | / dokumen /berkas
jenis dan sifatnya sesuai
dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, agar
memudahkan pendistribusian.

4 Mengadministrasikan dan | Jumlah pengurusan| 50 berkas/data
mendokumentasikan surat / | administrasi surat /
dokumen / berkas sesuai | dokumentasi/berkas
dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku, agar
tertib administrasi

5 Melaporkan hasil pelaksanaan | Jumlah laporan hasil | 50 berkas/data

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 2023
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No

Uraian Tugas

Indikator Kinerja Target

tugas sesuai dengan prosedur
yang berlaku sebagai bahan
evaluasl dan
pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kiner

ja Pengadministrasian Umum Sosial Triwulan III

Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi 4 100%

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kiner

ja=—2r8t ¥ 100%
Realisasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = (

capaian kinerja ) 1 x 100
capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja

untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil

65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Laporan Kinerja Triwulan 1II Penga

dministrasian Umum | DINAS SOSIAL,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 2023




Adapun capaian Pengadministrasian Umum Triwulan III Tahun 2023
sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Pengadministrasian Umum Dinas Sosial P2KB Triwulan I1I Tahun

2023

No

Uraian Tugas

Indikator Kinerja

Target
Tahunan

Target
Triwulan III

Realisasi
Triwulan III

%
Capaian

Menerima, mencatat
dan menyortir surat /
dokumen / berkas
sesuai dengan
prosedur dan
ketentuan yang
berlaku, agar
memudahkan
pencarian.

Jumlah pencatatan
surat / dokumen /
berkas

50 berkas
/ data

11 berkas
/ data

11 berkas
/ data

100 %

Memberi lembar
disposisi pada surat /
dokumen / berkas,
sesuai dengan
prosedur dan
ketentuan yang
berlaku agar
memudahkan
pengendalian.

Jumlah lembar
disposisi yang
tersedia

50 berkas
/ data

11 berkas
/ data

11 berkas
/ data

100 %

Mengelompokkan
surat / dokumen /
berkas menurut jenis
dan sifatnya sesuai
dengan prosedur dan
ketentuan yang
berlaku, agar
memudahkan
pendistribusian

Jumlah
pengelompokan
surat/dokumen/
berkas

50 berkas
/ data

11 berkas
/ data

11 berkas
/ data

100 %

Mengadministrasikan
dan
mendokumentasikan
surat / dokumen /
berkas sesuai dengan
prosedur dan
ketentuan yang
berlaku, agar tertib
administrasi

Jumlah pengurusan
administrasi
surat/dokumentasi
/ berkas

50 berkas
/ data

11 berkas
/ data

11 berkas
/ data

100 %

Laporan Kinerja Triwulan III Pengadministrasian Umum | DINAS SOSIAL,
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5 | Melaporkan hasil
pelaksanaan tugas
sesuai dengan
prosedur yang
berlaku sebagai bahan
evaluasi dan
pertanggungjawaban

Jumlah laporan hasil
pelaksanaan
tugas

50 berkas
/ data

11 berkas
/ data

11 berkas
/ data

100 %

Rata-rata Capaian

100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengadministrasian Umum

adalah sebesar 100 % dengan kategori “Sangat berhasil/ sangat tinggi”
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas

dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan katerogi

“sangat tinggi/ sangat berhasil”

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan
Pengadministrasian Umum Dinas Sosial P2KB Triwulan [II Tahun 2023 adalah
sebagai berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan

2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

Pekalongan, 02 Oktober 2023
Mengetahui,

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENGADMINISTRASIAN UMUM,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

o

INDRIA SUSANTL S.TP, MM SRIMULJATI
NIP. 19790127 200501 2 008 NIP. 19680529 198903 2 004
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN TAHUN
2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia
Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Kesejahteraan Keluarga Triwulan Il Tahun 2023 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan
yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada
masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Kesejahteraan
Keluarga mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang

berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat
keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan
di dalam pengelolaan manajemen Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai
media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi
kinerja Analis Kesejahteraan Keluarga melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Oktober 2023
ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA,

T

Penata Muda /11l A
NIP. 19880611 202203 2 004
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BABI PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan
dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Pekalongan, Analis Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut

1. Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan
penyelesaian pekerja;

2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar
memperlancar pelaksanaan tugas;

3. Melaksanakan kajian berdasakan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan
pekerjaan;

4. Menyusun laporan berdasakan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil
telaahan dapat bermanfaat;

5. Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatanya untuk
disampaikan kepada pimpinan unit.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Analis Kesejahteraan Keluarga, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

JF Keluarga Berencana dan
Kesehantan Reproduksi

Pengadministrasi Umum Pengelola Pelayanan
Keluarga Berencana, Sina
Keluarga dan Bina
Keluarga Lansia
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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah
dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,

fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Analis Kesejahteraan Keluarga Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Analis Kesejahteraan Keluarga Tahun 2023

No. Uraian tugas Indikator Kinerja | Target
1) (2) (3) (4)

1 Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosgdur jumlah Dokumen 48
yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerja Dokumen
Membantu melakukan pengecekan data sesuai dengan 48

2 | bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat Jumlah Dokumen

. Dokumen

kesesuaian dengan rencana awal
Membantu melaksanakan dan mengelola program kerja
bidang tugas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan 48

3 yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam Jumlah Dokumen Dokumen
pelaksanaan
Membantu melakukan koordinasi dengan unit-unit
terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan 12

4 | program kerja bidang tugas, agar program dapat Laporan .

. . Kegiatan

terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang
optimal
Membantu membuat laporan evaluasi bidang tugas
secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan 12

5 . Jumlah Dokumen )
yang berlaku sebagai bahan penyusunan program Kegiatan
berikutnya

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Analis Kesejahteraan Keluarga Triwulan III Tahun 2023 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah
realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Realizasi

Capaian Indikator Kinerja = Target x100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah
realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

. . . . Target
|Capaian Indikator Kinerja = —E=
Realizasi

Laporan Kinerja Triwulan Il Analis Kesejahteraan Keluarga / DINSOSP2KB Tahun 2023



Adapun capaian kinerja Analis Kesejahteraan Keluarga Triwulan III Tahun 2023 sebagaimana tabel

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal

yaitu:
Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

2.3 dibawah ini :

Pengukuran Kinerja “Analis Kesejahteraan Keluarga”

Triwulan III Tahun 2023

Tabel 2.3

No

Uraian Tugas

Indikator

Kinerja

Target
Tahunan

Target
Triwulan
I11

Realisasi
Triwulan
I11

%
Capaian

Menyusun bahan-bahan
kerja sesuai dengan
prosedur yang berlaku
untuk keperluan
penyelesaian pekerja

Jumlah
Dokumen

48
Dokumen

12
Dokumen

12
Dokumen

100%

Membantu melakukan
pengecekan data sesuai
dengan bidang tugasnya,
agar dalam pelaksanaan
terdapat kesesuaian dengan
rencana awal

Jumlah
Dokumen

48
Dokumen

12
Dokumen

12
Dokumen

100%

Membantu melaksanakan
dan mengelola program
kerja bidang tugas, sesuai
dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku,
agar tidak terjadi
penyimpangan dalam
pelaksanaan

Jumlah
Dokumen

48
Dokumen

12
Dokumen

12
Dokumen

100%

Membantu melakukan
koordinasi dengan unit-unit
terkait dan atau instansi lain
dalam rangka pelaksanaan
program kerja bidang tugas,
agar program dapat
terlaksana secara terpadu
untuk mencapai hasil yang

optimal

Laporan

12
Kegiatan

4
Kegiatan

4
Kegiatan

100%
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5. |Membantu membuat
laporan evaluasi bidang
tugas secara berkala, sesuai
dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku
sebagai bahan penyusunan
program berikutnya

Jumlah 12

. , 0
Dokumen Kegiatan 4 Kegiatan| 4 Kegiatan| 100%

Rata-rata 100%

Dari table di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Analis Kesejahteraan Keluarga adalah
sebesar 100 % dengan kategori “sangat tinggi/ sangat berhasil”
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BAB Il PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja

Analis Kesejahteraan Keluarga adalah sebesar 100% dengan kategori “sangat tinggi/sangat berhasil”

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan
kinerja dalam “Analis Kesejahteraan Keluarga” Triwulan 111 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan

2. Ketepatan dalam penyusunan target Kinerja

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Mengetahui,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA,
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
P . W

,"; ,j";\)\’ il —~

|
INDRIA SUSANTL S.TP, MM FU
NIP.19790127 200501 2 008 NIP. 19880611 202203 2 004
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan 111
Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Oktober 2023
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Z | Muhibbin, S.Pd
Pembina
NIP. 19670609 199103 1 008
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BAB 1
PENDAHULUAN

A.

s W o

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Rehabilitasi
Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan
kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan
pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
menyelenggarakan fungsi:
perumusan program kerja bidang rehabilitasi sosial;
perumusan bahan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
pengoordinasian pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari
titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur

(SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

10. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAHUN 2023

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS

( Yos Rosyidi, S.LP, MLSi. )
NIP. 19660516 198603 1 007

BIDANG REHABILITASI
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
( Zaenal Muhibbin, S.Pd )

NIP. 19670609 199103 1 008

JF PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL

JF JF PEKERJA SOSIAL MUDA
( Wildan Zuhad, S.E, M.Si)
NIP. 19851026 201001 1 005
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian Kkinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023

No Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 | Rehabilitasi Sosial Dasar | Persentase PPKS | 100 persen
Penyandang Disabilitas | (Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Anak Terlantar, | Terlantar, Lanjut Usia

Lanjut Usia Terlantar, serta | Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di | Gelandangan Pengemis)
Luar Panti Sosial yang mendapat pelayanan
sosial
2 | Rehabilitasi Sosial | Persentase PPKS lainnya | 3.55 persen
Penyandang Masalah | yang mendapat pelayanan
Kesejahteraan Sosial | sosial di luar panti sosial

(PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids dan Napza
di Luar Panti Sosial

3 | Perlindungan Sosial Korban | Persentase = Perlindungan | 100 persen
Bencana Alam dan Sosial | Sosial Korban Bencana Alam
Kabupaten/Kota dan Sosial

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan III
Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Realisast 4 1000
Target
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2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja =

Target
Realisasi

x 100%

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = (

capaian kinerja
pRERZTEE Yy —1x 100

capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan III Tahun 2023

sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan III Tahun

2023
: Target Realisasi %
No Kegiatan Incﬁka’gor Target Triwulan | Triwulan | Capaian
Kinerja Tahunan i m
1 | Rehabilitasi Sosial Persentase 100 100 84.35 84.35
Dasar Penyandang PPKS
Disabilitas Terlantar, | (Disabilitas
Anak Terlantar, Terlantar, Anak
Lanjut Usia Terlantar,
Terlantar, serta Lanjut Usia
Gelandangan Terlantar, serta
Pengemis di Luar Gelandangan
Panti Sosial Pengemis) yang
mendapat
pelayanan
sosial
2 Rehabilitasi Sosial Persentase_ 355 3.43 0.75 21.16
PPKS lainnya
Penyandang Masalah anamendapat
Kesejahteraan Sosial yelag anan P
(PMKS) Lainnya petayanar
sosial di luar
Bukan Korban S
panti sosial
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Indikator Target Target Realisasi %
No Kegiatan L g Triwulan | Triwulan | Capaian
Kinerja Tahunan i i
HIV/Aids dan Napza
di Luar Panti Sosial
3 | Perlindungan Sosial | Persentase 100 100 100 100
Korban Bencana Perlindungan
Alam dan Sosial Sosial Korban
Kabupaten/Kota Bencana Alam
dan Sosial
Rata-rata Capaian | 68.50 %
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial adalah sebesar 68.50%.
C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan

program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan

sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Perubahan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

Pagu Anggaran Target Realisasi % Capaian
No Kegiatan Tahunan Triwulan 111 Triwulan 111 .
(Rp) (Rp) (Rp) | OO0}
1) (2) (©) (4) () (6)
1 | Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang
Disabilitas
Terlantar, Anak
’ . Rp. Rp. Rp.
Terlantar, Lanjut 76.06%
Usia Terlantar, 1.164.010.000 | 986.156.800 750.078.731
serta Gelandangan
Pengemis di Luar
Panti Sosial
2 | Rehabilitasi Sosial
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan R
. p Rp. Rp.
Sosial (PMKS) 438.410.000 | 304.672.000 | 141650616 | 0-49%
Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids
dan Napza di Luar
Panti Sosial
3 | Perlindungan
Sosial Korban
Rp Rp. Rp.
pencana Alam | 1720304000 | 1.475.547.000 | 1.407.717.332 | 4%
an Sosial
Kabupaten/Kota
Rata-rata Capaian 72.65 %
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan III

adalah sebesar 72.65 %.
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BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 68.50 % , sedangkan

realisasi anggaran sebesar 72.65 %

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang

Rehabilitasi Sosial Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

; TR g
R "
3. [ n
Pekalongan, 2 Oktober 2023
Mengetahui
KEPALA DINAS SOSIAL KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

ZAENAL MUHIBBIN, S.Pd
NIP. 19460516 198603 1 007 NIP. 19670609 199103 1 008
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
JF PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA Triwulan III Tahun
2022 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan
pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini
sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri
Sipil pada khususnya bahwa JF PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA mempunyai komitmen dan
tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang
berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja JF PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan

Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Oktober 2023
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA

Penata
NIP. 19851026 201001 1 005
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

9.

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 33 Tahun 2022 tentang
Jabatan Fungsional PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA, PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :
menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan penjajakan awal dan koordinasi persiapan
sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
menganalisa dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap individu, keluarga, kelompok
sasaran, masyarakat luas, dan pihak berpengaruh;
menganalisa dan evaluasi instrumen identifikasi awal dan seleksi;
mengevaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
menganalisa dan evaluasi penentuan kelayakan calon penerima program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan;
menganalisa dan evaluasi instrumen asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem
sumber;
melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial serta menganalisa dan evaluasi
kegiatan pemberian layanan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial;
menganalisa dan evaluasi dokumen hasil kegiatan temu bahas hasil kegiatan
intervensi;

menganalisa dan evaluasi instrumen instrumen bimbingan dan pembinaan lanjut;

10. menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut dalam

keluarga, masyarakat, dan pihak lainnya;

11. menganalisa materi bimbingan dan pembinaan lanjut.

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 2023
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan JF PEKER]JA SOSIAL AHLI MUDA, sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS

( Yos Rosyidi, S.L.P, ML.Si. )
NIP. 19660516 198603 1 007

BIDANG REHABILITASI
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
( Zaenal Muhibbin, S.Pd )

NIP. 19670609 199103 1 008

JF PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL

JF JF PEKERJA SOSIAL MUDA
( Wildan Zuhad, S.E, M.Si)
NIP. 19851026 201001 1 005
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator Kkinerja.
Melalui perjanjian Kkinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja perubahan JF PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA Tahun

2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Perubahan JF PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA

Tahun 2023
No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. | Penyediaan Jumlah pemberian permakanan 60 Orang
Permakanan yang diberikan
2. | Pemberian Bimbingan | Jumlah bulan pelayanan PMKS 12 bulan
Fisik, Mental, Spiritual, | di RPSBM
dan Sosial
3. | Penyediaan Jumlah anggota veteran dan ahli 83 orang
Permakanan waris pejuang 3 oktober yang
mendapat bantuan sembako
Jumlah disabilitas yang 225 orang
mendapat bantuan sembako
Jumlah lansia yang mendapat 600 orang
bantuan sembako
4. | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah kegiatan pelayanan anak 1 Kegiatan
rentan kesejahteraan sosial
Jumlah PMKS yang mendapat 11 Orang
alat bantu
Jumlah Wanita Rawan Sosial 10 Orang
yang mendapat pelatihan
5. | Fasilitasi Pembuatan Jumlah warga miskin yang 10 pasang
Nomor Induk difasilitasi nikah massal
Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah,
dan Kartu Identitas
Anak
6. | Pemberian Pelayanan Jumlah Orang yang 83 Orang
Reunifikasi Keluarga Mendapatkan Pelayanan
Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
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No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Target

7. | Penyediaan Makanan Jumlah fasilitasi kegiatan 1 Kegiatan
bantuan untuk korban bencana
alam

8. | Penanganan Khusus Jumlah bulan fasilitasi bantuan 12 Bulan

bagi Kelompok Rentan | sosial bagi kelompok rentan

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA Triwulan III
Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Relisast 4 1000
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = —28°* ¥ 100%
Realisasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

capaian kinerja
L 2y —1x100

Efisiensi = ( :
capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1 s.d.90 Tinggi / Berhasil

65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA Triwulan III Tahun
2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 2023
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Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA Triwulan III Tahun 2023

Target Target | Realisasi %
No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Triwulan | Triwulan | Capaian
Tahunan 1 1
1. | Penyediaan Jumlah pemberian 60 60 80 133.33
Permakanan permakanan yang Orang %
diberikan
2. | Pemberian Jumlah bulan 12 bulan 9 9 100%
Bimbingan Fisik, pelayanan PMKS di
Mental, Spiritual, RPSBM
dan Sosial
3. | Penyediaan Jumlah anggota 83 orang 0 0 0
Permakanan veteran dan ahli waris
pejuang 3 oktober
yang mendapat
bantuan sembako
Jumlah disabilitas 225 0 0 0
yang mendapat orang
bantuan sembako
Jumlah lansia yang 600 0 0 0
mendapat bantuan orang
sembako
4. | Penyediaan Alat Jumlah kegiatan 1 1 1 100%
Bantu pelayanan anak Kegiatan
rentan kesejahteraan
sosial
Jumlah PMKS yang 11 11 20 181.82
mendapat alat bantu Orang %
Jumlah Wanita Rawan 10 10 15 150%
Sosial yang mendapat Orang
pelatihan
5. | Fasilitasi Jumlah warga miskin 10 10 10 100%
Pembuatan Nomor | yang difasilitasi nikah | pasang
Induk massal
Kependudukan,
Akta Kelahiran,
Surat Nikah, dan
Kartu Identitas
Anak
6. | Pemberian Jumlah Orang yang 83 83 84 101.20
Pelayanan Mendapatkan Orang %
Reunifikasi Pelayanan Reunifikasi
Keluarga Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
7. | Penyediaan Jumlah fasilitasi 1 1 1 100%
Makanan kegiatan bantuan Kegiatan
untuk korban bencana
alam
8. | Penanganan Jumlah bulan fasilitasi | 12 Bulan 9 9 100%
Khusus bagi bantuan sosial bagi
Kelompok Rentan kelompok rentan
Rata-rata Capaian 113’ 48
0
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja JF Penata Kependudukan dan
Keluarga adalah sebesar 118.48%.
c. Capaian Anggaran
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan
program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan
sebagai berikut :
Tabel. 2.4. Pagu Perubahan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Anggaran

Tahun 2023
Pagu Target Realisasi
. Anggaran . Triwulan 1l | % Capaian
No Sub Kegiatan Tahunan THV\(,EIS)n Il (Rp) {(5)/(4)*100}
(Rp)
1) ) ®) (4) () (6)
1. | Penyediaan Permakanan 365.520.000 | 365.520.000 | 286.227.000 78.32%
2. | Pemberian Bimbingan 798.490.000 | 797.040.000 | 688.929.715 86.43%
Fisik, Mental, Spiritual,
dan Sosial
3. | Penyediaan Permakanan 249.005.000 | 245.330.000 0 0%
4. | Penyediaan Alat Bantu 71.720.000 71.720.000 60.924.000 84.94%
5. | Fasilitasi Pembuatan 58.657.000 58.657.000 53.547.000 91.28%
Nomor Induk
Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah,
dan Kartu Identitas Anak
6. | Pemberian Pelayanan 59.028.000 59.028.000 36.776.972 62.30%
Reunifikasi Keluarga
7. | Penyediaan Makanan 445.304.000 | 407.008.000 | 255.680.444 62.81%
8. | Penanganan Khusus bagi | 1.275.000.000 1.275.000.000| 1.190.811.600/  93.39%
Kelompok Rentan
Rata-rata capaian 69.93 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan 111 adalah
sebesar 69.93 %
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat
disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 118.48%, sedangkan realisasi

anggaran sebesar 69.93%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam JF PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA Triwulan IV
Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

3. Dst.
Pekalongan, 2 Oktober 2023
Mengetahui
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL, JF PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,
Zaenal Muhibbin, S.Pd. Vildan Zuhad, S.E, M.Si,
NIP. 19670609 199103 1 008 NIP. 19851026 201001 1 005
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia
Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pekerja Sosial Ahli Pertama Triwulan 1l Tahun 2023 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan
yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai
Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pekerja Sosial Ahli Pertama mempunyai komitmen dan tekad
yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output
maupun outcomes.
Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan
capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam
pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media
akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi Kinerja
Pekerja Sosial Ahli Pertama melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja
Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Oktober 2023
PEKER]JA SOSIAL AHLI PERTAMA,

RIA SURYANL, S.Tr.Sos

Penata Muda / Il A
NIP. 19960129 202203 2 017
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BABI PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analis

Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Pekalongan, Pekerja Sosial Ahli Pertama mempunyai uraian tugas jabatan

adalah sebagai berikut :

1.

© © N o

10.

Membantu menyusun materi dan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan kesejahteraan

sosial;

. Membantu menyusun dan melaksanakan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem

sumber penerima program penyelenggaraan kesejahteaan sosial;

. Membantu menyusun dan melaksanakan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem

sumber penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
Membantu meyusun dan menganalisa kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima
program;
Membantu melaksanakan kegiatan intervensi penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;

Membantu melaksanakan kegiatan evauasi hasil intevensi;

Membantu melaksanakan kegiatan terminasi;

Membantu melaksanakan kegiatan rujukan;
Membantu melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap penerima
program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

Membanu melaksanakan kegiatan evaluasi program pelayanan.
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B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pekerja Sosial Ahli Pertama, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial

Muda

JF Pekerja Sosial

Pengelola Bantuan
Sosia dan Hibah

[

Analis Masalah Sosial

Pengelola
Rehabilitasi dan
Pelayanan Sosial
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BAB I1 AKUNTABILITAS KINERJA
JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi
yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Tahun 2023

No. Uraian tugas Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) 4)

Membantu menyusun materi dan melaksanakan sosialisasi

. . Materi Sosialisasi 3
penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Membantu menyusun dan melaksanakan kegiatan
2 | identifikasi awal, seleksi dan motivasi calon penerima Laporan Identifikasi 12
program penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Membantu menyusun dan melaksanakan kegiatan asesmen
3 | masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima program | Laporan Asesmen 12
penyelenggaraan kesejahteraan sosial

4 Membantu menyusun dan menganalisa kegiatan Laporan Rencana 12
penyusunan rencana intervensi penerima program Intervensi
Membantu melaksanakan kegiatan intervensi penerima .

5 . . Laporan Intervensi 12
program penyelenggaraan kesejahteraan sosial

6 | Membantu melaksanakan kegiatan evaluasi hasil intervensi | Laporan Evaluasi 12

7 | Membantu melaksanakan kegiatan terminasi Laporan Terminasi 12

8 | Membantu melaksanakan kegiatan rujukan Laporan Rujukan 12
Membantu melaksanakan kegiatan bimbingan dan Laporan Kegiatan

9 | pembinaan lanjut terhadap penerima program Bimbingan dan 12
penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pembinaan Lanjut

10 Membantu melaksanakan kegiatan evaluasi program Laporan Evaluasi 12
pelayanan Program
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Triwulan Il Tahun 2023 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Realizasi

Capaian Indikator Kinerja = Target x 100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

. . . . Target
|Capaian Indikator Kinerja = — B
Realizasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri
No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala
ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Triwulan III Tahun 2023
sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja “Pekerja Sosial Ahli Pertama”

Triwulan III Tahun 2023
_ Indikator Target Target Realisasi %
No Uraian Tugas Kinerja Tahunan |Triwulan III [Triwulan Il | Capaian
1.

Membantu menyusun
materi dan melaksanakan ~ Materi

sosialisasi penyelenggaraan [Sosialisasi
kesejahteraan sosial

3 1 1 100%
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2.
Membantu menyusun dan
melaksanakan kegiatan
identifikasi 1, seleksi dan L
i en.ll. asi awa se.e si dan ap01?a.n ' 12 100%
motiasi calon penerima [dentifikasi
program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
3. Membantu menyusun dan
melaksanakan kegiatan
asesmen masalah
’ Laporan
kebutuhan dan sistem P 12 100%
. Asesmen
sumber penerima program
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
4. Membantu menyusun dan
menganalisa kegiatan Laporan
penyusunan rencana Rencana 12 100%
intervensi penerima Intervensi
program
5. Memantu melaksanakan
kegiatan intervensi Laporan
penerima progrm p , 12 100%
Intervensi
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
6 Membantu melaksanakan Laboran
kegiatan evaluasi hasil P . 12 100%
. . Evaluasi
intervensi
7 Membantu melaksanak L
embantu melaksanakan aporan 12 100%
kegiatan terminasi Terminasi
8 Membant lak k L
emban u.mea sanakan aporan 12 100%
kegatan rujukan Rujukan
9
Membantu melaksanakan  [Laporan
kegiatan bimbingan dan Kegiatan
bi lanjut terhad Bimbi
em 1r1.aan anjut terhadap imbingan 12 100%
penerima program dan
penyelenggaraan Pembnaan
kesejahteraan sosial Lanjut
10
Membantu melaksanakan  |[Laporan
kegiatan evaluasi program |Evaluasi 12 100%
pelayanan Program
Rata-rata 100%

Dari table di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 100 %

dengan kategori “sangat tinggi/ sangat berhasil”
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BAB Il PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian
kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama adalah sebesar 100% dengan kategori “sangat tinggi/sangat
berhasil”
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan
perencanaan Kinerja dalam “Pekerja Sosial Ahli Pertama” Triwulan Il Tahun 2023 adalah sebagai
berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan

2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Mengetahui,
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL, PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA,
) J
ZAENAL MUHIBBIN, S.Pd RIA SURYANL S.Tr, Sos
NIP. 19670609 199103 1 008 NIP. 19960129 202203 2 017
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia
Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Triwulan IlI Tahun
2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan
mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa
Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat
keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan
di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai
media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi
kinerja Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Oktober 2023
PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL

S E
Pengatur /11 C
NIP. 19980617202203 2019
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BABI PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan
dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

Pekalongan, Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai uraian tugas jabatan adalah

sebagai berikut :

1. Membantu mengelola rencana program Kkerja, bahan dan alat pelengkapan bidang tugas sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
dengan baik;

2. Membantu melakukan pengecekan data sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan
terdapat kesesuaian dengan rencana awal;

3. Membantu melaksanakan dan mengelola program Kkerja bidang tugas, sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;

4. Membantu melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka
pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk
mencapai hasil yang optimal;

5. Membantu membuat laporan evaluasi bidang tugas secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan progam berikutnya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, sebagaimana gambar 1.1
dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial

JF Pekerja Sosial
Muda

Pengelola Bantuan Pekerja Sosial Ahli Analis Masalah Sosial
Sosia dan Hibah Pertama
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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah
dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,
fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tahun 2023 adalah sebagai

berikut :
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
Tahun 2023
No. Uraian tugas Indikator Kinerja Target
1) (2) (3) 4)
Membantu mengelola rencana program kerja, bahan dan
alat pelengkapan bidang tugas sesuai dengan prosedur Jumlah Data bahan
1 . 12 Data
dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan program kerja
pekerjaan dapat berjalan dengan baik
Membantu melakukan pengecekan data sesuai dengan Terlaksananya
2 | bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat pengecekan data 52 Kegiatan
kesesuaian dengan rencana awal yang valid
Membantu melaksanakan dan mengelola program kerja
bidang tugas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan Terlaksananya .
3 . L . . 52 Kegiatan
yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam program kerja

pelaksanaan

Membantu melakukan koordinasi dengan unit-unit
terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan
4 | program kerja bidang tugas, agar program dapat
terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang
optimal

Terlaksananya

koordinasi 52 Kegiatan

Membantu membuat laporan evaluasi bidang tugas
secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang belaku sebagai bahan penyusunan program
berikutnya

Jumlah laporan
hasil pelaksanaan | 12 Laporan
tugas

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Triwulan I1I Tahun 2023
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah

realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Realizazi

Capaian Indikator Kinerja = Target x 100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah

realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

|Capaian Indikator Kinerja = E
Realizasi
Laporan Kinerja Triwulan III Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial / DINSOSP2KB
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No.
54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal
yaitu:
Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s5.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Triwulan III Tahun 2023
sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja “Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial”

Triwulan III Tahun 2023

. Target Target Realisasi %
. Indikator . . .
No Uraian Tugas L Tahunan | Triwulan | Triwulan | Capaian
Kinerja
[1 [1
1. [Membantu mengelola
rencana progam Kerja,
bahan dan ala
perlengkapan bidang jumlah Data
tugas sesuai dengan bahan 12 Data 4 Data 4 Data 100%
posedur dan ketentuan rooram keria
yang berlaku, agar dalam prog J
pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan dengan
baik
2.
Terlak
Membantu melakukan erlaksananya
. |pengecekan 52 16 16
pengecekan data sesuai . . . 100%
data yang Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan
dengan rencana awal .
valid
3. Membantu melaksanakan
dan mengelola program
keja bidang tugas sesuai
dengan prosedur dan Terlaksananya 52 16 16 100%
ketenuan yang berlaku, |program kerja | Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan °
agar tidak terjadi
penyimpangan dalam
pelaksanaan

Tahun 2023
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4. Membantu melakukan
koordinasi dengan unit-
unit terkait dan atau
instansi lain dalam rangka
pelaksanaan program Terlaksananya 52 16 16
kerja bidang tugas, agar  koordinasi Kegiatan| Kegiatan | Kegiatan
program dapat terlaksana
secara terpadu untuk
mencapai hasil yang
optimal

100%

5. Membantu membuat
laporan evaluasi bidang

tugas secara berkala, Jumlah
sesuai dengan prosedur [laporan hasil 12

4 Laporan| 4 Laporan| 100%
dan ketentuan yang pelaksanaan Laporan

berlaku sebagai bahan tugas
penyusunan program
berkutnya

Rata-rata 100%

Dari table di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengelola Rehabilitasi dan

Pelayanan Sosial adalah sebesar 100 % dengan kategori “sangat tinggi/ sangat berhasil”

Laporan Kinerja Triwulan III Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial / DINSOSP2KB
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BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja
Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial adalah sebesar 100% dengan kategori “sangat tinggi/sangat
berhasil”

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan
kinerja dalam “Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial” Triwulan Il Tahun 2023 adalah sebagai
berikut ;

1. Sudah sesuai target yang direncanakan

2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Mengetahui
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